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ABSTRAK

Nama : Nata Wijaya
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Penerapan Tiga komponen Penganggaran Pada

Penyusunan RKA-K/L Batan Tahun 2008

Tesis ini membahas penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan
RKA-K/L Batan untuk tahun anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan desian deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan
penerapan komponen penganggaran terpadu telah tercapai, sementara komponen
penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah terkendala pada
data perkiraan maju. Sedangkan penerapan komponen penganggaran beibasis
kinerja telah sampai pada tahap kesesuaian antara input dan oufput kegiatan
dengan sasaran program dan renstra Batan. Pemahaman dan pengetahuan yang
baik mengenai perencanaan program dan kegiatan serta penyusunan anggaran,
amat dibutuhkan untuk dapat menerapkan tiga komponen penganggaran pada
penywsunan RKA-K/L.

Kata kunci:
Anggaran, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Kinerja
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ABSTRACT

Name : Nata Wijaya
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Analysis of Implementation of three components of budgeting

in the formulation of Batan’s RKA-K/L in 2008

This thesis discusses the implementation of three budgeting components in the
formulation of Batan’s RKA-K/L for fiscal year 2008. This research is qualitative
research with a descriptive design. The resuits showed that the objectives of
unified budgeting component has been reached, while the components of
budgeting in the medium-term expenditure framework is constrained at forward
estimated data. Meanwhile the implementation of performance-based budgeting
component has reached the level of conformity between input and output activities
with program goals and Batan’s strategic plan. Good knowledge and
comprehension of planning programs and budget formulation is required to be
able to implementing the three budgeting components in the formulation of RKA-
K/L.

Keywords:
Budget, Medium Term Expenditure Framework, Performance
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian,
pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Berdini sejak tahun
1958, Batan telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Di
bidang pangan dan pertanian, Batan telah menghasilkan berbagai varietas barn
tanaman pangan yang unggul. Di bidang kesehatan, Batan memberikan dukungan
dalam bentuk peralatan kedokteran nuklir dan sedizan radiofarmaka untuk mmsah
sakit. Di bidang industri dan manufaktur, melalui penggunaan radioisotop dan
radiasi, Batan berperan dalam pengendalian mutu, inspeksi produk, dan
peningkatan teknologi proses.

Peran Batan menjadi lebib strategis, bila dikaitkan dengan pemanfaatan
iptek nuklir di bidang energi. Melalui konsep Kebijakan Energi Nasional,
Indonesia telah memasukkan nuklir sebagai salah satu opsi energi nasional dalam
rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dalam 1 dan 2 dasawarsa ke depan.
Meskipun konsep energi mix untuk tahun 2025 ini masih didominasi oleh bahan
bakar fosil (batubara 32,7% dan minyak bumi 26,2%) namun energi auklir telah
masuk pada komposisi terdistribusi 1,993% terhadap kebutuhan energi nasionat'.
Ini merupakan langkah besar dalam pengembangan iptek nuklir. Meskipun
aplikasi nuklir dalam bidang lainnya (pangan, kesehatan dan indnstri) sudah lama
berkontribusi, namun dalam hat memenuhi kebutuhan listrik nasional baru dapat
diadopsi dengan tahapan pembangunan tersebut.

Untuk dapat melaksanakan peluang dan tantangan tersebut, Batan harus
mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya di tengah kelemshan yang ada.
Salah satu kendala yang dibadapi Batan adalah ketersediaan anggaran untuk
pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa), dan diseminasi serta pengadaan dan pemelibharaan fasilitas nuklir
dan sarana penunjangnya agar tetap beroperasi dengan baik, tepat waktn, tepat

! Blue print pengelolaan energi nasional 2005 - 2025, Departemen ESDM (www.esdm.go.id)
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sasaran, tepat guna, dan berhasil guna saat diperlukan, Permasalahannya klasik,
yaitu selama ini anggaran yang tersedia sangat terbatas, baik untuk kegiatan
litbangyasa, diseminasi, maupun penanganan sisem jaminan mutu termasuk
fungsionalisasi perangkat nuklir.

300
250 T ]
~— 200
13 ]
® & 150
B &
2=
: .E 100 -
S
Nk i I_
0
2005 2006 2007 2008
BRutin 151,26 186,63 23928 258,77
B Pembangunan 70,41 70,1 88,08 96,20
BPNEP 2,23 2,81 58 8,28

Gambar 1.1. Grafik Anggaran Batan 2005 — 2008
Sumber: RKA-KL Batan 2005 - 2008; telah diolah kembali

Upaya mengoptimalkan perencanaan program/kegiatan dan penyusunan
anggaran diperlukan untuk dapat mendayagunakan anggaran yang terbatas,
sehingga dengan anggaran yang ada, Batan tetap mampu melakunkan litbangyasa
iptek nuklir bidang energi dan non energi. Perencanaan program dan penyusunan
anggaran ini berada dalam sat proses yaitu penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Batan. '

Sejak tahun anggaran 2008, Batan mulai menerapkan tiga komponen
penganggaran dalam penyusunan RKA-K/Lnya. Tiga komponen penganggaran
tersebut yaitu: Pendekatan Penganggaran Terpadu (unified budget), Pendekatan
Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium-term
expenditure framework), dan Pendekatan Penganggarsn berdasarkan prestasi
kerja/kinerja (performance-based budget).
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Pendekatan Penganggaran Terpadu merupakan konsep pengintegrasian
anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang memuat semua
kegiatan instansi pemerintah dalam APBN. Menurut Peraturan Menteri Kevangan
R1 nomor 80 tahnn 2007 tentang Petunjuk Penynsunan dan Penelaahan RKA-K/L
dan Penyusunan, Penelazhan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (PMX 80/2007), tujuan dari
penerapan Penganggaran Terpadu adalah:

» Mewnjudkan Satuan Kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang
bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya;

o . Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung
kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program
dan kegiatan Satan Kerja yang bersangkutan.

e Adanya akun yang standart untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada
duplikasi pengpunaannya, schingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis
pengeluaran tertentu.

Pendekatan Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah adatah pendekatan penganggaran berdasarkan pengambilan keputusan
yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
anggaran. Menurut PMK 80/2007, tujuan dari penerapan Penganggaran dengan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah:

¢ Konsistensi kebijakan anggaran antar waktu melalui kejelasan target jangka
menengah dan angparannya dalam tahap tahunan berikut.

Pendekatan  Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan konsep
penyusunan anggarsn yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Menurut PMK 80/2007, tujuan dari
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja adalah:

# Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja/keluaran (owsput) dan dampak
(outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan;

» Penganggaran disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai

dalam satu tahun anggaran;
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e Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementrian
negara/lembaga.

Penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-KL
Batan diharapkan dalam jangka panjang akan membuat pengelolsan anggaran
Batan dapat berjalan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab.
Penerapan tiga komponen penganggaran dalam penyosunan REKA-KL
dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun anggaran 2005 yang merupakan tahun
awal penerapan komponen penganggaran, RKA-KI. Batan disusun dengan
menerapkan pendekatan penganggaran terpadu. Hal ini dilakukan dengan
melakukan perubahan pada klasifikasi jenis belanja dari sistem anggaran dual
budgeting, dimana anggaran belanja negara dipisahkan antara anggaran
belanja/pengeluaran mtin dan anggaran/pengeluarsn pembangunan menjadi
sistem anggaran unified budgeting.

Tabel 1.1. Konversi Belanja Negara Menurut Jenis Belanja

Format Lama/Dual Budgeting |  Format Banv/Unified Budgeting
I. Belanja Pemerintah Pusat I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengejuaran Rutin

a. Belanja Pegawai » 2. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang » b. Belanja Barang
¢. Pembayaran Bunga Utang——» ¢. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi » 4. Subsidi
e. Pengeluaran Rutin Lainnya—— e. - Belanja Hibah
= Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Lain-lain

2. Pengeluaran Pembangunan — » a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Belania Modal

d. Belania Bantuan Sosial
¢. Belanja Lain-lain

H: Belanja Untuk Daerah II. Belanja Untuk Daerah
1. Dana Perimbangan 1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan 2. Dana Otonomi Khusus dan
Penyesuaian - Penyesuaian

Sumber: Kompas, 15 Mei 2005
Sistem penganggaran terpadu memunculkan keberadaan akun yang
standart disebut Bagan Akun Standar (BAS). BAS merupakan mata anggaran
keluaran (MAK) untuk satu jenis belanja, sehingga satu jenis belanja hanya uniuk
satu jenis pengeluaran tertentu. Terdapat lebih dari 650 BAS yang disediakan
oleh sistemn penganggaran terpadu. Hal ini akan dapat memastikan tidak terjadi
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duplikasi ataupun tumpang tindih dalam penyediaan dana yang bersifat investast
maupun untuk keperhian biaya operasional Batan.

Pada tahun 2006 Batan mulai menerapkan Komponen Pendekatan
Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Sistem
ini diimpelementasikan dalam bentuk perencanaan pembiayaan tiga tahunan pada
dokumen RKA-KL, dengan cara penganggaran tahun berjalan ditambah prakiraan
penganggaran 2 (dua) tahun mendatang. Peramalan pengeluaran di masa datang
didasarkan pada kebijakan dan program yang dilaksanakan hingga saat ini
(pendekatan baseline). Proyeksi pengeluaran memperhitungkan biaya dari
program/kegiatan yang sudah adz hingga saat ini (on going programs) seria
peghematan (saving) dari program/kegiatan yang tidak prioritas. Proyeksi
pengeluaran jiga memasukkan biaya dari kebijakan dan program baru ysng
direncanakan bergulir dalam jangka menengah.

Tabel 1.2 Penerapan Pengeluaran Jangka Menengah dalam dokumen RKA-K/L

2006
Tahun Anggaran “Tahun Anggaren yg o0 Maii,
" Berjalan sodang Gisusugl > Prakiraan Maju.
Yo Y+1 Y+2 | Y43
2006 2007 2008 | 2009
Sumber: PMK 55 tahun 2006

Tahun anggaran 2008 merupakan awal dari penerapan ketiga komponen
pendekatan penganggaran tersebut secara bersamaan, di mana Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) juga diterapkan dalam penyusunan RKA-KI. Batan.
Penerapan PBK diimplementasikan dalam penyertaan tujuan/hasil yang jelas di
setiap program, indikator keluaran (ou? put), dan satuan keluaran dan volurnenya
di setiap kegiatan, serta indikator keluaran, dan satuan keluaran dan volumenya di
setiap sub kegiatan pada penyusunan RKA-KL. Selain i, penyertaan visi dan
misi serta hasil yang ingin dicapai juga diikutsertakan pada penyusunan dokumen
RKA-KL.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan penerapan tiga komponen penganggaran pada
penyusnnan RKA-K/L, Batan sejak tahun 2008, maka dapat diidentifikasi
beberapa persoalan, yaitu:
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- belum dievaluasinya perjalanan penerapan tiga komponen penganggaran pada
penyusunan RKA-KL Batan;
- belum dievaluasinya pencapaian tujuan-tujuan dari penerapan tiga komponen

penganggaran tersebut.

1.3 Rumusan Permasalahan

.Penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-KL
Batan diharapkan dalam jangka panjang akan membuat pengelolaan anggaran
Batan dapat berjalan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab.
Menyadari pentingnya tujuan penerapan tiga komponen penganggaran tersebut
maka menjadi ‘penting pula untuk mengetahui bagaimana dan seberapa
berhasilnyakah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam penyusunan RKA-
K/L, maka pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah:

Apakah penerapan tiga komponen penganggaran dalam penyusunan RKA-
KL Batan telah mewnjudkan fujuan penerapan sebagaimana yang
diharapkan dalam PMK 80/2007?

1.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan Tesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan
dicapai yaitu:
Menganalisis implementasi kebijakan penerapan tiga komponen penganggaran
pada penyusunan RKA-KL Batan, untuk mencari tahu tujuan apa saja yang
telah tercapai dari penerapan tiga komponen tersebut.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

8) Memberikan masukan dan saran kepada penynsun penganggaran Baten
dalam menerapan tiga komponen keuangan pada penyusunan anggaran
dan kebijakan Batan.

b) Memberikan kontribusi dan informasi kepada para penanggungjawab

program/kegiatan dan anggaran Batan, dalam meningkatkan mutu
penyusunan kegiatan dan anggaran Batan

Universitas Indonesia

Analisis penerapan ..., Nanta Wijaya, FEUI, 2010



c) Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisa
penerapan.tiga komponen kevangan pada penynsunan RKA-KL lembaga
pemerintah. '

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian akan mencakup penyusunan anggaran pada tahun anggaran
2008. Pilihan atas waktu tersebut karena pada tahun anggaran 2008 mulai
diterapkan tiga komponen sistem penganggaran yang baru.

Penelitian dalam tesis ini membatasi lingkup permasalahan dengan
mengevaluasi indikator-indikator penerapan tiga komponen penganggaran serta
pencapaian tujuan-tujnan dari penerapan ketiga komponen tersebut. Indikator
penerapan tiga komponen dan pencapaian fujuan-tujusnnya dievaliasi
berdasarkan hasil dari analisis dan pengolahan data.

1.6  Kerangka Berpikir

Penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L
merupakan salah satu bentuk kebijakan di bidang keuwangan negara yang
merupakan bagian dari reformasi Indoensia sejak tahun 1998. Kebijakan ini perla
dianalisa untuk membukiikan dua hal, pertama bahwa penerapan kebijakan
tersebut tefah benar-benar berjalan secara baik dan sesuai prosedur. Kedua, bahwa
penerapan tiga komponen penganggaran tersebut dapat secara nyata mewujudkan
penyelenggaraan pengelolaan kenangan negara yang profesional, transparan dan
bertanggungjawab. '
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Penerapan Tiga Komponen Penganggaran
Pada Penyusunan RKA-K/L Batan Tahun 2003

FAKTA HARAPAN
Latar e Batan sejak tahun anggaran » Dianalisanya penera-
. 2008 mulai menerapkan tiga pan tiga komponen
Belakang komponen penganggaran dalam pengangaran pada
penyusunan RKA-K/A. penyusunan RKA-K/L
¢ Penerapan tiga komponen Batan.
penganggaran belum dievaluasi
apakah berjalan sesuai
ketentuan yang diinginkan.

Analisis Penerapan
Tiga Komponen Penganggaran <
Pada Penyusunan RKA-K/L Batan

¥

Tujuan Menganalisis penerapan tiga komponen penganggaran pada
penyusunan RKA-KL Batan tahun 2008

|
¥

Data RKA-K/L, dan Analisis implementasi
Renstra Batan kebijakan secara

Metode ¥ deskriptif kualitatif

Penelitian

4

Kesimpulan Hasil penelitian dan
dan Saran pembahasan *

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Analisis Penerapan Tiga Komponen
Penganggaran

1.7  Metodologi Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berasal dari
dokumen RKA-KL Batan dan Laporan Rencana Strategis (Renstra) Batan 2004 —
2009.

Data dari dokumen RKA-K/L. Batan tahun 2008 berupa nama-nama
Satuan Kerja dan nama-nama Panitia Pengelola dan Penanggungjawab kegiatan;
namsa dan sasaran program; nama kegiatan, indikaor kegiatan, satnan keluaran dan
volume dari kegiatan, serta prakiraan maju dari volume kegiatan dan besaran
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anggarannya; nama sub kegiatan, satuan keluaran dan volume dari sub kegiatan,
serta prakiraan maju dari volume sub kegiatan; jenis belanja per sub kegiatan dan
detil/uraian dari jenis belanja tersebut.

Data dari Renstra Batan berupa pokok-pokok pikir Renstra Batan 2004 —
2009 yang berist misi, twjuan, sasaran, target, indikator keberhasilan, program
Batan, sub program, kegiatan, dan unit pelaksana.
b. Metode Analisis

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, data yang dihimpun askan
dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel, gambar dan perhitungan. Langkah
pertama adalah menentukan indikator-indikator penerapan yang menentukan
keberadaan suatu tujuan (Winarmo,2002;169). Indikator-indikator penerapan
tersebut disintesis untnk mengetahui dengan data apa indikator tersebut dapat
terbaca pada dokumen RKA-K/L. Selanjutnya langkah kedua, yaitu
menghubnngkan indikator-indikator penerapan dengan tujuan penerapan melaluj
evaluasi berdasarkan tujuan/goals-based evaluation (Lester,2000). Evaluasi ini
secara sederhana mengukur apakah tujnan-tujuan suatu kebijakan dapat dicapai
melatui sebuah/beberapa indikator/parameter tertentu.

| & Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini tersusun dalem lima Bab, sebagai berikut:
Babl Pendahuluan
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah,
rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan tesis, hipotesa,
ruang lingkup, kerangka berpikir, metodologi, dan sistematika penulisan.
Bab Il Teori dan Tinjauan Literatur
Bab ini akan menguraikan teori tentang rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga, hal-hal yang terkait dengan kaidah penyusunan
RKA-K/I. serta teori pendekatan penganggaran yaitu: penerapan
penganggaran terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan
Penganggaran Berbasis Kinerja pada instansi pemerintah.
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Bab HI

Bab IV

Bab V

10

Gambaran Umum

Bab ini akan menjelaskan mengenai proses penyusunan RKA-K/L Batan
tahun 2008, kebijakan stratejig Batan, serta perencanaan penganggaran
Batan. Dibahas pula mengensai implikasi diberlakukannya peraturan
mengenai penyusunan anggaran kementerian/lembaga yang baru
terhadap proses penyusunan anggaran dalam RKA-K/L..

Analisis Hasil

Bab ini berisi uraian analisis dan pembahasan dokumen RKA-K/L, yang
membahas mengenai gambaran penerapan tiga komponen sistem
penganggaran, serta termasnk pula penjelasan mengenai komponen dan
unsur yang berpengaruh dalam menentukan penerapan komponen
penganggaran.

Kesimpulan dan saran

Dalam bab ini kesimpulan dan saran kebijakan akan dimbat.
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BAB 2
TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L)

2.1  RKA-K/L dan Perencanaan Penganggaran Negara

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu
golongan atau bangsanya sendiri, demikian Abdulkarim (2006) mengutip
pendapat Kranenburg. Seluruh sistem dan aturan yang berjalan dari sebuah
negara, dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, yang mana tujuan
itu mempakan kehendak dari masyarakat atan rakyat. Jadi, setiap negara memiliki
tujuan yang berbeda-beda tergantung kehendak rakyatnya. Meskipun demikian
menurut John Locke, sebagaimana dikutip Wattimena (2007), tujuan keberadaan
seluruh negara secara umum adalah untuk kebaikan bagi umat manusia.

Keseluruhan proses pencapaian fujuan negara didekati dengan istilah
pembangunan. Pembangunan, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu
perubahan tingkat kesejahteraan yang terukur dan alami (Wrihatuolo dan
Nugroho, 2006). Sudjatmoko mengatakan bahwa pembangunan sebagai
penjelmasn pergerakan rakyat harus dibimbing secara sadar oleh pemerintah
selaku penerima mandat dari rakyat; untuk itu diperlukan upaya dalam
memmuskan dan menetapkan arah pembangunan agar pergerakan it efektif dan
efisien (dikutip Wrihatnolo dan Nugroho dalam Manajemen Pembangunan
Indonesia, 2006).

Alat utama pemerintah dalam menetapkan arah pembangunan guna
mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang
memuat dafiar sistematis dan terperinei rencana penerimaan dan pengeluaran
negara selama satu tahun anggaran.

APBN mempskan anggaran negara yang menjadi bentuk representasi
komitmen pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Sebagai bagian dari sebuah
perencanasn negara yang diarahkan pada perwujudan tujuan negara', maka APBN
menipakan sintesa dari kehendak rakyat. APBN disusun berdasarkan masukan
berupa usulan program kegiatan dan anggarannya dari selurnh kementerian

! Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 pasal 7 ayat 2
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negara/lembaga negara yang nofabene merupakan perangkat ataupun sistem yang
dibuat untuk melaksanakan amanat rakyat dalam mewujudkan cita-cita negara.

APBN

Program Penunjang

Gambar 2.1. Skema Penyusunan APBN

Sumber: PMK nomor §0 tahun 2007; telah diolah kembali
APBN disusun berdasarkan masukan dari kementerian negara/lembaga

berupa rencana kegiatan/kerja disertai anggarannya. Rencana kegiatan tersebut
dibuat dalam sebnah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-K/L). Selurush kementerian negara dan lembaga
pemeriniah wajib menynsun dokumen RKA-K/L, berdasarkan Undang-undang
Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 jUU 17/2003] pasal 14 ayat 1, yang
dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:
21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

RKA-K/LL adalah dokumen rencana program kegiatan kementerian
negara/lembaga disertai anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana
program kegiatan fersebut. Selain sebagai dasar bagi penyusunan RAPBN,
Dokumen RKA-K/L juga merupakan dasar bagi kementerian negara/lembaga
dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang dengan DIPA
tersebut, kementerian negara/lembaga dapat mencairkankan anggarsn guna
membiayai program kegiatannya.

RKA-K/L secara garis besar terdiri dari 2 muatan. Pertama: rencana kerja
kementerian negara/lembaga yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan
hasiinya yang diharapkan, serta kegiatan dan keluaran yang dibharapkan. Kedua:
anggaran yang diperlukan, berisi uraikan biaya untuk masing-masing program dan
kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menuorst jenis
belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dana dan sasaran
pendapatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
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2.2, Kaidah Penyusunan RKA-K/L

Dokumen RKA-K/I. mempakan hasil dari sebuah proses perencanaan
penganggaran. Sebuah dokumen RKA-K/L. tidak akan Iepas dari bingkai
pemahaman akan anggaran dan prinsip-prinsip yang terkait dengannya.

Lal (2000;31) mendefinisikan anggaran sebagai ekspresi keuangan dan
narasi dari hasil yang ingin dicapai atas keputusan sebuah perencanaan. Suatu
rencana mendefinisikan tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang ingin dilakukan
untuk mencapainya, sedangkan anggaran adalah bentuk kuantitatif dari rencana
tersebut; dinyatakan dalam istilah fisik atau keuangan atau keduanya (Hansen dan
Mowen, 1997). Lebih lanjut lagi, Welsch (1981) mengaitkan peran anggaran
dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan,
koordinasi dan pengawasan; sehingga ruang lingkup peran anggaran mencakup
perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan kerja
dan bidang-bidang di dalam suatu organisasi. Anthony dan Govindarajan (2000)
menambabkan peran anggaran sebagai cerminan pernyataan komitmen antara
pembuatnya dengan atasannya. RKA-K/I. memasinkan dirinya dalam ke-semua
peran di atas.

Untuk dapat mewnjudkan spatu angparan yang mendukung tercapainya
tujuan, maka proses penganggaran harus memiliki prinsip-prinsip penganggaran.
Jones dan Pendlebury (1996) mengangkat prinsip ckonomis, efisien dan efektif
sebagai tiga prinsip dasar suatu penganggaran, Agere (2000), memperkenalkan
prinsip akuntabilitas, fransparansi, dan partisipasi. Sementara Syafritz dan Russeli
(1997) mengungkapkan prinsip-prinsip yang menurut mereka telah mengacu pada
perkembangan terakhir masyarakat, yait: demokratis, adil, transparan, bermoral
tinggi, hati-hati, dan akuntabel.

Prinsip ekonomis dalam penyusunan RKA-K/L berkaitan dengan input,
dimana anggaran yang digunakan harus sehemat mungkin sesuai dengan
kebutuhan, tidak ditambah<tambah tidak pula dikurang-kurang. Prinsip efektif
dalam penyusunan RKA-K/L berkaitan dengan ouwfpuf, dimana output yang
dihagilkan 2esvai dalam jumlah dan kualitas. Prinsip efisien dalam penyusunan
RKA-K/L berhubungan dengan perbandingan jumlah oufput dan jumlah input,
semakin besar perbandingan output dan input, semakin efisien suatu kegiatan.
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Prinsip akuntabilitas mengharuskan dokumen RKA-K/L sebagai dokumen
yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi
menghendaki dokumen RKA-K/L sebaga dokumen yang terungkap, terbaca dan
dapat dinilai oleh mereka yang berkepentingan. Prinsip parsitipatif menghendaki
agar publik dapat memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen
RKA-K/L.

Prinsip demokratis menghendaki agar penyusunan RKA-K/L
mengutamskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Prinsip adil menghendaki agar RKA-K/I. disusun secara proporsional dan
profesional. Prinsip bermoral tinggi menghendaki agar penyuspnan RKA-K/L
berlandaskan keinginan dan tujuan yang baik. Prinsip hati-hati menghendaki agar
penyusunan RKA-K/L dilakukan secara bijak dan cermat.

2.3.  Pendekatan Sistem Penganggaran

Sesual amanat Undang-Undang tentang Keuangan Negara disebutkan
bahwa proses penganggaran menggunakan tiga komponen pendekatan
penganggaran : Pendekatan Penganggaran Terpadu, Pendekatan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah, dan Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.
Karena itn RKA-K/L disusun dengan menggunakan ketiga pendekatan

penganggaran tersebut.

2.3.1. Komponen Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penganggaran Terpadu atau Unified Budger adalah konsep pengintegrasian
anggaran belanja yang komprehensif yang memmnat semua kegiatan pemerintah
(Meyers, 1996). Hal senada diutarakan Schick dan LoStracco dalam bukunya
yang berjudul The federal budges, politics, policy, process. Mereka
mendefinisikan Unified budget sebagai: @ comprehensive budget that includes all
receipts and outlay from federal fund and trus fund (Schick dan Stracco, 2007:
296).

Konsep unified budget, pertama kali dignnakan oleh Pemerintah Amerika
Serikat pada tahun 1968 dalam bentuk mengkonsolidasikan antara on-budget dan
off-budget. On-budget adalah seluruh rencana pengeluaran dan penerimaan
pemerintah yang disahkan melalui prosedur pembahasan oleh lembaga legislatif,
daiam hal ini adalah Kongres Amerika. Sementara, off-budget adalah anggaran
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yang dibiayai dengan dedicated fund, serta tidak dibahas oleh lembaga legislatif
setiap tahunnya. Contoh dari off-budget adalah alokasi dana yang diperuntukkan
bagi program pensiun dan tunjangan hari tua. Pada umumnya on-budget
mengalami deficit, yaitu rencana pengeluaran melebihi anggaran penerimaan.
Sedangkan off-budget mengalami surplus, yaitu penerimaan pemerintah
diproyeksikan dapat lebih tinggi dari rencana pengeluaraan.

Ada beberapa kelebihan dari unified budget menurut President’s
Commission on Budget Concepts sebagaimana dikntip Schick dan LoStracco,
yaitu: unified budgets memberikan gambaran yang lebih lengkap transaksi
keuangan, memfasilitasi penggunaan anggaran scbagai instrumen Kkebijakan
ekonomi, dan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas di antara
program-program yang dibiayai oleh berbagai sumber. (Schick dan Stracco, 2007:
40).

Pendekatan komponen penganggaran terpadu di Indonesia dipraktekkan
dengan memadukan antara belanja rutin dan belanja pembangunan ke dalam satu
konsep perencanaan kenangan, satn dokumen penganggaran dan satu proses
penyusunan dan penelaahan anggaran.

Belanja mitin adalah pengelnaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun
anggaran dan tidak dapat mepambah aset atau kekayaan bagi penmerintah.
Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut bernlang-ulang ada setiap tahun.
Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran rutin antara lain belanja
Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan. Dalam Keputusan
Presiden No. 33 Tahun 1969, dinyatakan bahwa “Anggaran belanja rutin memuat
seluruh pengelnaran aparatur pemerintah sehari-hari yang tiap tahun diperlukan
untuk mengamankan dalam menjamin kelangsungan tugas dan kewajiban secara
efektif.” Belanja rutin dibagi 4( empat) yaitu: belanja pengawai, adalah semua
pengeluaran yang langsung berhubungan dengan pegawai dan menjadi
penghasilan bagi pegawai baik berupa nang maupun dalam bentuk barang pangan;
belanja barang, adalah semua pengeluaran yang langsung di manfaatkan untuk
keperluan kantor baik vntuk keperluan gehari-hari maupun inventaris kantor atau
pengeluaran yang berbentuk langganan dan jasa maupun dalam bentuk
pengelnaran lainnya; Biaya Pemeliharaan, adalah pengeluaran untuk pemanfaatan
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mempertahankan daya guna, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang
yang tidak bergerak dalam rangka kelangsungan tugas dan kewajiban pemerintah;
dan biaya perjalanan dinas, adalah pengeluaran untuk perjalanan dinas biasa
dalam rangka operasional dan pengawasan ke daerah-daerah. Jadi anggaran rutin
adalah suatu anggaran yang diberikan setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh
pemerintah yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pemerintah sehari-hari,
dikeluarkan untuk melayani kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu dalam anggaran rutin perlu dipertimbangkan faktor-fakior yang
mendapat prioritas, guna membiayai kegiatan pelaksanaan pada pemerintah dalam
melayani kebutuhan masyarakat (Hasyim, 2009)

Belanja pembangunan diartikan sebagai pengeluaran yang manfaatnya
cenderung meiebihi satn tahun anggaran dan menambah aset atan kekayaan bagi
negara, yang selanjutnya dapat menambah beban anggaran rutin umtuk biaya
operasional dan pemeliharaannya. Esensi belanja pembangunan yaitu, investasi
yang dapat meningkatkan kescjahteraan dan mempunyai impact ekonomis atau
memberikan nilai tambah. Pemahaman bahwa belanja pembangunan adalah
pembangunan fisik merupakan pemahaman yang bias dan lepas dari patokan dasar
apakah pengelnaran tersebut menghasilkan produk yang dapat memberikan nilaj
tambah atau tidak. Suatu pekerjaan yang dibiayai anggaran pembangunan jika
fidak mempunyai dua hal tersebut maka pekerjaan ity secara prinsip, tidsk
termasuk dalam anggaran pembangunan (Rudy, 2009).

Sebelumnya pemerintah melaksanakan sistem anggaran dual budgeting, di
mana anggaran belanja negara dipisahkan antara anggaran belanja rutin dan
anggaran belanja pembangunan. Hal ini dilakukan dalam rangka penekanan akan
arti pembangunan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan dalam
sistem anggaran dual budgeting ini.

Kelemahan pertama, terjadinya duplikasi antara belanja rutin dan belanja
pembangunan karena kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional
perkantoran dengan proyek/pembangunan, khususnya proyek-proyek nonfisik/
non prasik. Hal ini berdampak pada kesulitan mengukur kinerja karena alokasi
dana yang ada tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kedua, sistem
dual budgeting menyebabkan terjadinya dualisme penyusunan mata anggaran
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ketuaran (MAK) karena untuk satu jenis belanja, ada MAK yang diperuntukkan
bagi belanja rutin dan ada MAK lain yang digunaksn untuk belanja
pembangunan. Ketiga, analisis belanja dan biaya program sulit dilakukan
disebabkan anggaran belanja rutin tidak terbatas pada pengeluaran untuk
operasional; begitupun belanja anggaran pembangunan tidak dibatasi pada
pengeluaran untuk investasi. Keempat, proyek yang menerima anggaran
pembangunan diperlakukan sama dengan satuan kerja, yaitu sebagai entitas
akuntansi walanpun proyek hanya bersifat sementara. Jika proyek sudah selesai
atau dihentikan, tidak ada kesinambungan dalam pertanggungjawaban terhadap
aset dan kewsjiban yang dimiliki proyek tersebut. Hal ini menimbulkan
ketidakefisienan dalamm pembiayaan kegiatan pemerintahan dan juga
menyebabkan ketidakjelasan keterkaitan antara keluaran (outpur) dan hasil
(outcome) yang dicapai dengan penganggaran lembaga (Abimanyu, 2005).

Penganggaran terpadn mengintegrasikan anggaran belanja rufin dan
anggaran belanja pembangunan yang memuat semua kegiatan instansi pemerintah
dalam APBN. Hal ini menyebabkan tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan
dana untuk kementerian negara/lembaga baik yang bersifat investasi maupun
unimk keperluan biaya operasional. Dalam PMK 80/2007 dikatakan bahwa
pengangaran terpadu meliputi: keterpaduan pengelolaan kegiatan, keterpaduan
jenis belanja dalam satu kegiatan, keterpaduan antar program dan kegiatan sesuai
fungsi dari suatu kementrian negara/lembaga, keterpaduan program dan kegiatan
antar kementrian negara/lembaga dan keterpaduan program dan kegiatan antsr
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dengan penerapan penganggaran terpadu maka Satuan Kerja menjadi
satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan
kewajiban yang dimilikinya. Disamping itu, alokasi dana untuk kegiatan dasar
dan operasional benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan penunjang
dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan satnan kerja
yang bersangkutan; dan dengan adanya akun yang standart untuk satu jenis
belanja maka dipastikan tidak ada duplikasi penggunaan, sehingga satu jenis
belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.
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Gambaran kerangka ideal yang diharapkan dalam penganggaran terpadu
adalah sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.2.

DUAL BUDGET UNIFIED BUDGET
Pendekatan Sekior Kegiatan Pendekaton Fungsional Kegiatan
Kepala Kantor Kepala Kantor /KPA
(Anggaran Rutin)
¢ Program e Program
o Kegiatan e Kegiatan
- Keg. Dasar - Keg. Dasar
- Keg. Pepunjang ¥ Pembayaran Gaji
¥ Opersional Kantor
Ty & Pemeliharaan
Pimpinan Proyek - Kegiatan
(Afig. Peitibarigunan) v Prioritas Nasional
2 .
e Penunjang
¢ Proyek — Prioritas
Nasional
@ s MAK Ang. Rutin @ MAK : tidak ada tumpang
- Belanja Pegawai tindih penggunaan antara
- Belanja Barang satu MAK dengan yang
- Belanja Lain lainnya
- Belanja Perjalanan
« MAK Ang.
Pembangunan
- Belanja Modal

Gambar 2.2. Kerangka Ideal Penganggaran Terpadu
Sumber: PMK nomor 80 tabun 2007
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2.3.2. Komponen Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term
Expenditure Framework adalah sebuah kerangka berpikir yang mensinergikan
antara perencanaan {dari sisi penerimaan dan pengelvaran pemerintah),
pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
untuk tabun bersangkutan dan beberapa tahun yang akan datang (Gray, 1998).
Tujuan utama dari KPJM adalah untuk menjamin konsistensi kebijakan anggaran
antar waktn melalni kejelasan target jangka menengah dan anggarannya dalam
tahap tahunan berikut.

Pendekatan KPJM muncul sebagai pendekatan yang berkontribuosi
terhadap perbaikan atas masalah-masalah fiskal yaitu ketidakseimbangan antara
sumber daya yang tersedia dengan pengeluaran Pemerintsh. Oleh karena itn
pendekatan ini memberikan suatu analisa terhadap strategi fiskal dan mekanisme
untuk mengembangkan prioritas-prioritas pembangunan. Dalam aplikasinya,
pendekatan KPJM ini digunakan sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan
efisiensi atas proses alokasi sumber daya. Pendekatan ini juga memberikan
proyeksi atas hasil fiskal untuk berbagai alternatif kondisi ekonomi sehingga
tercipta stabilitas dan kontinuitas dalam proses anggaran (Medina, 2009).

Pendekatan secara holistik ini menurut Treasury Guidelines Republic of
South Africa, lebih baik dari ciri model pengangparan lama yang reaktif dan
menggunakan kebijakan yang bersifat shortterm. Ada tiga keunggulan KPJM,
yaitn: pertama, KPJM meningkatkan stabilitas dengan mendorong kementerian
negara/departemen mengetahui sumber daya apa yang kemungkinan akan tersedia
bagi mereka. Hal ini memungkinkan perencanaan pemerintah agar lebih kredibel
dan akurat, Ke-dua, KPJM mendorong investasi, melalui kbijakan pajak, suku
bunga, dan belanja pemerintah yang lebih dapat diprediksi. Ke-tiga, KPJM dapat
meningkatkan transparansi. Mencantumkan pengeluaran masa depan memberikan
sinyal kepada masyarakat luas mengensai prioritas pemerintah dan bagaimana
melaksanakan maksud tersebut. Ke-empat, KPJM memfasilitasi program evaluasi.
Prediksi masa depan juga menyediakan dasar untuk menilai efekfivitas program
tahun lalu (Treasury Guidelines, 2008).
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Menurut Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan
RKA-K/L. (PP 21/2004), KPJM meripakan pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalsm perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju.

KPJM dapat dipandang sebagai suvatu proyeksi pengeluaran selama
beberapa tahun ke depan. Proyeksi pengeluaran tersebut mencerminkan: ()
dampak dari kebijakan atau program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
berjalan dan tahun-tahnn sebelumnya; (ii) rasionalisasi pengeluaran dalam rangka
peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan (saving);
(11i) ruang gerak untuk menampung kebijakan baru (new policies).

Dalam penyusunan anggaran menggunaan pendekatan KPJM, kegiatan
dan program harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing  kementerian
negara/lembaga. Dalam PMK 80/2007, hal tersebut dilaknkan dengan: (i)
mengaitkan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dap pelaksanaan; (ii)
mengendalikan pengambilan keputusan penentuan prioritas program dalam
kendala keterbatasan anggaran dengan mengacn kepada sasaran program, biaya
yang sesuai, dan informasi hasil evaluasi dan monitoring; (iii) memberikan media
berkompetisi bagi kebijakan, program, dan kegiatan; (iv) meningkatkan kapasitas
dan kesediaan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumber
daya yang disetujui legislatif.

Dengan pendekatan KPJM maka penyusunan penganggaran diharapkan
akan dapat meningkatkan keseimbangan makroekonomi dengan mengembangkan
kerangka ketersediaan dana yang konsisten dan realistis serta mampn
memperbaiki alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas yang hendak
dicapai, KPJM juga skan mampu meningkatkan kepastian akan alokasi atas
kebutuhan yang bersifat multivears serta memberi hardbudget constraint untuk
belanja (Taliercio, 2007).
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Secara umum, konsep dasar KPJM dalam RKA-K/L. dapat digambarkan
dalam diagram berikut:

Visi-
Nasional

20 Rencana Pembangunan
tha Jangka Panjang

g
5 RPJM é}] Renstra KIL @ KPJM

2

thn
<P Nl
RKP @ Renja KL @ ’}A";‘g;j)‘ vIS|
tﬂn _________________________________________ '@ _________ Presiden

- OZmE RCOHZC

PP

AN R S e e e P e B R FT T N S U AR TS U WP R T RE REN R S W E At

Perlomance-based budget
1) dijabarkan 2) dirangkum 3} indikasi pendenasn 4) kepastion pendansan 5} menghesilkan ) proyeksi ke depan

Gambar 2.3. Diagram Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Sumber: PMK nomor: 80 tahun 2007

2.3.3. Komponen Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja

Pengangparan Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Base Budgeting
adalah jenis anggaran yang pengeluarannya dihitung berdasarkan nilai output dan
outcomes-nya. Maksudnya, semua kegiatan dan proyek yang dibiayai dengan unit
cost tertentu, output dan outcome bahkan dampaknya harus dapat dihitung dan
dinkur serta harus sesupai dengan nilai biaya yang dikelnarkan (Nurcholis,
2005:180). Dalam kaitannya dengan anggaran negara maka PBK merupakan
anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan
hasil yang diinginkan (output dan outcome) schingga setiap rupiah yang
dikelnarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. PBK dirancang nntnk
menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran
belanja publik dengan cutput dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas
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nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan
secara transparan kepada masyarakat luas (Sancoko dkk, 2608).

PBK merupakan penyusunan anggaran yang memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi
dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini akan terlihat bila
penyusunan anggaran mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan
evaluasi kinerja yang tercermin pada satuan keluaran (oufput) yang terukur.
Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan terhasdap kebijakan yang
melandasinya menjadi langkah yang sangat penting menuju penganggaran
berbasis kinerja, karena penatasn program, kegiatan dan sub-kegiatan akan
memastikan bahwa Kkegiatan/sub-kegiatan yang diusulkan benar-benar akan
menghasilkan kelparan (oufpuf) yang mendukung pencapaian sasaran program,
yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

PBK akan menghubungkan antara kelvaran dengan hasil/dampak yang
disertai penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang
dialokasikan. Hal ini akan mendnkung alokasi anggaran terhadap prioritas
program dam kegiatan. PMK 80/2007 merinci maksud dan tujuan PBK sebagai
berikut;

i) Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome)
atas alokasi belanja (inpuf) yang ditetapkan;

ii) Program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran terfentu yang hendak
dicapai dalam satu tahun anggaran;

iii) Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian
negara/lembaga.

Dari tujuan PBK di atas, maka penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Kementerian negara/l.embaga diharapkan disusun berdasarkan visi dan
misi (rensira) kementrian negara/lembaga sesual sasaran tertentu yang hendak
dicapai dalam satu tahun anggaran dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil
kerja (output) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan,
di mana di dalamnya terdapat keterkaitan antara output kegiatan dan sasaran
program (cascade) serta terdapat pula kepastian penanggung jawab keberhasilan
suatn program/kegiatan. Di samping it:, penyusunan anggaran harus pula
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memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

PBK akan mengubah fokus pengukuran pencapaian program/kegiatan dari
besaran alokasi sumber daya bergeser kepada hasil yang dicapai dari penggunaan
sumber daya. Indikator pengukuran kinerja terdiri dari: (i) input indicator yang
dimaksud unfuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam
menjalankan suatu kegiatan atau program; (ii) output indicator, dimaksudkan
melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atan program; (iii)
outcome/effectiveness indicator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk
kualitas pelayanan).

Dalam dokumen RKA-K/L, penerapan PBK dinyatakan berupa: kebijakan
dan hasil yang diharapkan dari suatu program (dokumen tingkat 1), kondisi yang
diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan
yang akan dilaksanakan (dokumen tingkat 2), dan kegiatan dan keluarannya
beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan
(dokumen tingkat 3). Ilnstrasi penerapan PBK dalam dokumen RKA-K/L adalah
seperti berikut:

Tingkat |
Sasaran Program
{hasil kebijakan)

v v

Tingkat 2 Tingkat 2
Sasaran dan Sasaran dan
Outout Tahunan Qutput Tahunan

v ¥ v v

Tingkat 3 Tingkat 3 Tingkat 3 Tingkat 3
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
dan Qufput dan Ouiput dan Output dan Output

Gambar 2.4. Diagram Alur Informasi Dalam Dokumen Rencana Anggaran
Sumber: PMK nomor 80 tahun 2007

Universitas Indonesia

Analisis penerapan ..., Nanta Wijaya, FEUI, 2010



BAB 3
GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN RKA-K/L BATAN

Bab 3 ini akan menguraikan gambaran umum penerapan aturan yang
berkaitan dengan proses perencanaan penganggaran di Batan, khususnya dalam
hal perencanaan penyusunan RKA-K/L Batan. Pembahasan dalam Bab ini diawali
dengan menjelaskan tenang gambaran kebijakan strategik Batan yang mana
merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran Batan.

3.1  Kebijakan Strategik Batan

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen  yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian,
pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan wewenang yang
diberikan melalni Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,

Kepala Batan |
' Sestama
INSPEKTCRAT [ . = .
BP || 8u || BSDM || BKHH
1 | 1 1
Deputl PDT Deputl PTEN Deputi PTDBR Deputt PHLPN
N | o mm—, I | e
{ pTBIN | PPEN | PPGN 1 PRR
| PTAPB | PTRKN PTBN | PATIR
| PTNBR | PRSG | PTLR | PDIN
" — .
L{ PTKMR L] PPIN I L | PRPN | PKTN
I ]
PSJMN PUSDIKLAT STTN

Gambear 3.1. Struktur Organisasi Batan
sumber; Buku Rencana Strategik Batan 2004 — 2009
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Batan dipimpin oleh seorang kepala Batan. yang dibantu oleh 4 orang
Deputi Kepala dan seorang Sekretaris {tama/Sestama (setingkat Eselon 1) serta 4
orang pejabat eselon Il yaitu: Kepala Pusat Standarisasi dan Jaminan Mutu Nuklir
(PSIMN), Kepala Pusst Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Kepala Sekolah
Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), dan Inspektur. Setiap Deputi Batan membawahi
pusat-pusat teknis (setingkat Eselon II) dengan tugas melaknkan penelitian,
pengembangan dan perekayasaan (Litbangyasa), serta pendayagunaan dan
pemasyarakatan hasil litbangyasa iptek nuklir. Sekretaris Utama membawahi biro-
biro (setingkat Eselon II) dengan tugas dan fungsi utama mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumber
daya di lingkungan Batan. Kepala Batan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden,

3.1.1. Wewenang, Visi, dan Misi Batan

Dokumen Rencana Strategik Batan 2004 — 2009 menyebutkan 4
wewenang Batan, yaiti: (i) menyusun Rencana Nasional secara makro di bidang
ketenaganukliran; (ii) merumuskan kebijakan di bidang ketenaganukliran untuk
mendukung pemsbangunan secara makro; (iii) merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dalam program penefitian dasara dan terapan, pengembangan teknologi
dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa, serta
pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, dan pemasyarakatan ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir; (iv) menetapkan pedoman penggunaan ilmu
pengetabuan dan teknologi nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta wawasan masa depan
yang diharapkan, maka Batan memiliki visi, misi, prinsip dan nilai-nilai sebagai
berikut':

-Visi  : terwujudnya iptek nuklir berkeselamatan handal sebagai pemicu dan
pemacu kesejahteraan.

-Misi : melaksanakan litbangyasa iptek nuklir bidang energi dan non energi;
melakukan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir; melaksanakan
kegiatan demi kepuasan pemangku kepentingan.

t Sumber: Dokumen Rencana Strategik Batan 2004 — 2005
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segenap kegiatan iptek nuklir dilaksanakan secara profesional untuk
tujuan damai dengan mengutamakan prinsip keselamatan dan
keamanan serta keletarian lingkungan dengan dilandasi nilai-nilai:
visionary, innovative, excellent, dan accountable; kejujuran,
kedisiplinan, keterbukaan, tanggung kreatif dan
kesetinkawanan; serta berpegang kepada pedoman Batan yaitu:
berjiwa pioner, bertradisi ilmiah, berorientasi industri, mengutamakan

keselamatan dan komunikatif.

jawab,

3.1.2. Fokus Program (Landmark) Batan
Batan memmuskan perannya pada fokus program RPJM ke dalam 4
bidang Sasaran Program Batan, yaitu: Pangan (Pertanian/peternakan), Energi,

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Obat-obatan.

Tabel 3.1. Fokus Program dan Indikator keberhasilan Batan

. Menjadi

. Engineering

sebagaii bagian dari energi
nasional jangka panjang,
2004.

pusat acuan
regional dalam pemanfaatan
teknik nuklir unuk
eksplorasi panas  bumi,
2005. Pusat acuan dan
layanan teknik nuklir untuk
manajemen air, 2009.

design
demonstration plan Mesin
Berkas Elektron uniuk de-
Sox dan de-Nox PLTU
fosil, 2007

N S Jangka Pendek, P £
o | Program tobun Jeneclaid Menengah/Panjang,
Batan P P tahun pencapaian
1 | Pangan . 10% jumlah varietas unggul | 1. Pusat Acuan dan Rujukan
(pertanian/ tanaman pangan nasional & Nasional dalam Aplikasi
Peternakan) penambahan jenis suplemen Teknologi Isotop Radiasi di
pakan ternak, serta Bidang  Pertanian dan
ketersediaannya secara Peternakan, 2008
berkelanjutan, 2004
2 | Energi . Masuknya  opsi  nuklir | 2. Science and Technology

Base (STB) Bidang Energi
Nuklir, 2010.

. Reaktor daya nuklir per-

tama dioperasikan di Indo-
nesia (Sistem Jaringan
Jawa-Bali}, 2016.

. Fasilitas nasional pelaya-

nan pengelolaan limbah
radicaktif (non PLTN),
2007. Persiapan design fa-
silitas PLTN; 2008. peng-
operasian fasilitas, 2016.

. tersedianya data cadangan

Uranium kategori terukur
yang signifikan, 2015.
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Folus Jangka Pendek, Jangka .
Neo | Program tahun pencapaian Menengah/Panjang,
Batan p P tahun pencapaian

3 | Teknologi 5. Teknologi informatika yang | 6. Pusat Informasi di bidang
Informasi handal dalam  bidang: teknologi nuklir dalam
dan simulasi/modeling, rangka public information
Komunikasi perpustakaan digital dan and education,

manajemen SDM, 2005 pengembangan metode
komputasi, pemodelan,
simulasi komputer, dan
preservasi pengetahuan
nuklir, 2010.

4 | Kesehatan 6. Perangkat teknologi nuklir | 7. Pusat Acuan dan
dan  Obat- untuk penanggulangan Kepakaran Kesehatan
obatan penyakit kanker dan infeksi Masyarakat berbasis

bakteri, 2005. Teknologi Nuklir, 2010.
8. Pusat Acuan rancang

bangun dan perawatan
perangkat nuklir di bidang
kesehatan, keselamatan
nuklir, dan industyi; 2008.

sumber: Buku Rencana Strategik Batan 2004 — 2009

Untuk mencapai tujuan iptek nuklir dan melaksanakan fokus program

tersebut di atas, maka dalam Renstra Batan 2004-2009 ditetapkan 3 Garis Besar

Kebijakan Strategik Batan sebagi berikut:

(i) Meningkatkan peran Batan dalam kegiatan litbangyasa serta penguatan
kompetensi iptek nuklir, di bidang: produksi dan aplikasi isotop dan radiasi;
daur bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif serta pelayanan pengelolaan
limbah radioaktif; pemanfaatan reaktor dan fasilitas nuklir lain; pemanfaatan
instrumentasi nuklir; serta pelayanan keselamatan auklir dan radiasi.

(ii) Melaksanakan pelayanan dan diseminasi teknologi dan kerjasama hasil
litbangyasa iptek nuklir, melalui: kegiatan pelayanan, inovasi, alih teknologi,
kerjasama, kemitraan, sosialisasi dan promosi hasil litbang iptek nuklir.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah: identifikasi, seleksi, dan
inovasi hasil-hasil litbangyasa sesuai dengan kebufuhan pasar; nji kelayakan

muty, standarisasi produk, aspek keamanan dan aspek ekonomis; menjalin dan
menggalang kemitraan dengan pihak pemda, swasta atan investor untnk

mewujudkan komersialisasi pendayagunaan iptek nuklir serta melayani
kebutthan masyarakat.

Universitas Indonesia

Analisis penerapan ..., Nanta Wijaya, FEUI, 2010



28

(iii))Melakukan penguatan kelembagaan dengan tujuan membangun kinegja
kelembagaan Batan dan mitra kerja yang kuat, didukong oleh SDM
profesional dan ahli dalam bidang iptek nuklir, tersedianya sarana dan
prasarana litbangyasa yang handal, serta dikendalikan oleh sistem manajemen
mutu yang efektif, produktif dan efisien serta mengutamakan budaya kerja dan
budaya keselamatan, dengan mengntamakan kepuasan layanan bagi pemangku
kepentingan.

Berdasarkan kebijakan strategik jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang, maka disusunlah program Batan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.2. Program dan Kegiatan Batan

8. Program Utama Bidang Energi

Perencanaan dan pengembangan sistem energi nuklir
Pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif
Pengembangan teknologi bahan nuklir

Pengembangan teknologi reaktor

Pengembangan teknologi bahan industri nuklir
Pengembangan teknologi bahan galian nuklir
Pengembangan teknologi perckayasaan perangkat nuklir
b. Program Utama Bidang Non Energi

B SEEF Sl

8. Pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi

9. Pemantauan dan evaluasi radioaktivitas lingkungan dan iimbah B3

10. Pengembangan teknologi di bidang insttumentasi perangkat nuklir

11. Pengembangan teknologi proses produksi radioaktif dan radiofarmaka
c¢. Program Diseminasi Teknologi dan Kemitraan

12. Diseminast hasil litbang iptek nuklir
13. Kemitraan
d. Program Pelayanan Teknologi Nuklir

14. Pelayanan fasilitas dan aplikasi teknik nuklir
e. Program Manajemen Kelembagaan

15. Manajemen operasional kelembagaan
16. Jaminan mutu

sumber: Buku Rencana Strategik Batan 2004 — 2009
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3.2. Perencanaan Penganggaran Batan

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Batan, maka rencana strategis dan
fokus program Batan dijabarkan melalui perencanaan penganggaran Batan agar
dapat dibiayai. Perencanaan penganggaran, merupakan bagian dari siklus
penganggaran Batan. Siklus penganggaran Batan dimulai dari tahap penyusunan
dan pengajuan, kemudian tahap pembahasan dan persetujuan, lalu tahap
pelaksanaan anggaran, selanjutnya tahap pemeriksaan anggaran dan akuntansi.
Siklus ini sama dengan siklus penganggaran pemerintah, kecuali pada siklus
pemerintah ditambah satu siklus terakhir yaitu tahap persefujuan DPR atas
perhifungan anggaran negara (Halim, 2002).

Perencanaan penganggaran Batan dimanifestasikan pada proses
perencanaan RKA-K/L Batan. Proses ini melibatkan secara langsung setidaknya 3
stake holder, yaitu: Satuan Kerja-Satuan Kerja di Batan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran, Biro Perencanaan Batan selaku penanggung jawab pelaksanaan
penyusunan anggaran Batan, dan Departemen Keuangan —dalam hal ini diwakil
oleh Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbandsharaan, masing-masing selaku penelaah
RKA-K/L dan pengesah DIPA.

Perencanaan RKA-K/l. Batan dilakuan melalni 3 tahapan, yaitu:
penyusunan RKA-K/L, penelaahan RKA-K/L, dan penyelesaian DIPA.
Penynsunsn RKA-K/I. Batan adalah proses pertama dari penganggaran Batan.
RKA-K/L Batan disusun pada level Satuan Kerja. Terdapat sebanyak 22 Satuan
Kerja dalam unit organisasi Batan. Masing-masing Satuan Kerja mengajukan
usulan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi dan visi Satuan
Kerja. Tiap Satuan Kerja memiliki kekhususan dalam program, sasaran kegiatan
atau perpaduan keduanya. RKA-K/L Batan disusun oleh masing-masing Satuan
Kerja dengan memperhatikan jenis-jenis klasifikasi, instrumen pengalokasian
anggaran dan komponen pendekatan penganggaran.

Tshapan ke-dua dalam proses perencanaan RKA-K/I, Batan yaitu
Penelaahan RKA-K/L. Penelaahan RKA-K/I. Batan adalah kegiatan meneliti
kesesuaian antara dokumen RKA-K/L hasil pembshasan Batan dan DPR komisi
mitra kerja terkait dengan pagu yang diberikan, standar biaya, klasifikasi anggaran
dan instrumen penganggaran. Penelashan RKA-K/I. Batan dilakukan setelah
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seluruh Satvan Kerja menyampaikan rancangan RKA-K/L. kepada Departemen

Kenangan melalui Biro Perencanaan. Penelaahan dilakukan antara Satnan Kerja

dengan Biro Perencanaan serta antara Biro Perencanaan dengan Departemen

Kensngan yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Anggaran. Hal-hal yang

difokuskan pada proses penelashan, adalah’:

(a) Meneliti kesesuaian pemilihan Program dan Kegiatan, besetta sasaran dan
indikator outputnya;

(b) Meneliti kesesuaian alokasi pagu per Satker, per program berdasar sumber
pembiayaan dan jenis mengikat atau tidak mengikat;

(c) Meneliti kesesnaian antara biaya dengan jenis belanja (MAK) dan besaran
standar biayanya;

(d) Menilai ketersedisan data pendukung berupa TOR, RAB, HPS, data Satuan
Kerja dan data pendukung lain.

Tahapan ke-figa dalam perencanaan penganggaran adslah pengesahan
DIPA. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaana atas nama Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara. RKA-K/I. yang telah ditelaah pleh Dirjen
Anggaran Dep-Keu selanjutnya disahkan menjadi dokumen Satuan Anggaran Per
Saman Kerja (SAPSK). SAPSK ini-lah yang akhimya menjadi konsep dokumen
DIPA.

3.2.1. Klasifikasi Anggaran Batan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11
ayat 5 dan pasal 15 ayat 5 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor: 21 Tahun 2004 menyatakan
bahwa penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk
menghasilkan dokumen RKA-K/LL dengan klasifikasi anggaran menurut
organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Dengan demikian,
penyusunan RKA-K/I. Batan merinci belanja menumt unit organisasi, fungsi,

? sumber dari Lampiran | PMK No. 80/FPMK.05/2007 Bab IV tentang Tata Cara Penelaahan RKA-
K/L
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program, kegiatan dan jenis belanja sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan
tersebut.

Anggaran belanja Batan diklasifikasikan menurut organisasi kementerian
negara/lembaga sebagai pemegang bagian anggaran/pengguna anggaran/pengguna
barang. Pengertian organisasi adalah kementerian negara/lembaga yang
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundangan
yang berlaku (PMK No. 80, 2007). Selanjutnya masing-masing bagian anggaran
dirinci ke dalam beberapa unit organisasi sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang. Unit organisasi adalah bagian dari suatu kementerian
negara/lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dan/atan
pelaksanaan suatu program (PMK No. 80, 2007). Anggaran dari masing-masing
unit organisasi dirinci lebih lanjut ke dalam anggaran Satuan Kerja. Satnan Kerja
adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yag
melaksanakan safu atan beberapa kegiatan dari suate program yang diber
wewenang atas penerimaan dan pengeluaran anggaran dan pengelolaan barang’.

Tiap Satuan Kerja mempunyai kode satuan kerja.

Organisasi [> Unit Organisasi q> Satuan Kerja

Batan Batan 22 Satuan Kelja

Gambar 3.2. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Kiasifikasi Organisasi
sumber: RKA-K/L Batan Tahun 2048; telah diclah kembali

Klasifikasi  fungsi menunjukkan  rincian anggaran  menurut
fungsi/subfungsi, program, kegiatan/subkegiatan. Fungsi adalah perwujudan tugas
kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan nasional (PMK No. 80, 2007). Sub fungsi merupakan
penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesnaikan
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan

* Definisi ini diambil dari prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L srta Penyelesaian DIPA
Batan, Nemor Dokumen: PR.0O3/0T.01.02/REN.2.
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sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan (PMK No. 80, 2007). Sasaran
program menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, guna
mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program
diuraikan dan dijabarkan melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
mendukung implementasi program yang bersangkutan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atan
beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
berupa personel (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran (omtpur) dalam
bentuk barangfjasa (PMK No. 80, 2007). Kegiatan harus dengan jelas
menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran
keluaran yang jelas dan ternkur nntuk mendukung upaya pencapaian sasaran
program yang bersangkutan. Keluaran kegiatan dapat diukur secara kuantitatif dan
kualitatif. Ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja keluaran
{output) adalsh segala sespatu berupa produk/jasa (fisik dav/atan non figik)
sebagai hasil langsung dar pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan masukan yang
digunakan (PMK No. 80, 2007). Setiap indikator kinerja didefinisikan secara jelas
untuk setiap pernyataannya. Syarat indikator kimerja yang baik adalah jelas
(specific), terukur (measurable), perwnjudan dari data/informasi yang memang
diperiukan (attributable), sesuai demgan ruang lingkup kegiatan (relevant) dan
jangka waktn tertentu (timely).

Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha
pencapaian keluaran/output dan thjuan kegiatan tersebut (PMK No. 80, 2007).
Kegiatan dapat dirinci ke dalam dua atau lebih sub kegiatan karena kegiatan
tersebut memiliki dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda sat sama
lain, Subkegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan subkegiatan lainnya
berdasarkan perbedaan keluaran. Subkegiatan dapat berupa (i) tahapan/langkah
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(menghasilkan oufput antara) untuk mencapai keluaran kegiatan (oufput akhir)
atau (ii) aktivitas yang menghasilkan owtput-output antara dan sejenis (serumpun)
serta dapat dijumlahkan menjadi ousput akhit, (iii) aktivitas yang menghasilkan
output-output antara, tidak merupakan tahapan kegiatan, tidak sejenis dan tidak
dapat dijumlahkan, tetapi secara bersama menghasilkan suatu oufput akhir.

Fungsi [> Sub Fungsi |;Ji> Program E> Kegiatan 4 |_Jl> Sub Keg

4 Fungsi 5 Sub Fungsi 7 Program 33 Kegiatan 145 Sub Keg
Gambar 3.3. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Klasifikasi Fungsi
Sumber: RKA-K/L Batan Tahun 2008; telah diolah kembali

Klasifikasi ekonomi mengelompokkan penganggaran Batan ke dalam 3
dari 8 kategori jenis belanja, yaitu: Belanja Pegawai, adalah konpensasi dalam
bentuk nang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang
bertugas di dalam maupun di lvar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
(PMK No. 80, 2007). Belanja Barang, adalah pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi berang dan jasa yang dipasarkan maupun yang
tidak dipasarkan (PMK No. 80, 2007). Belanja ini antara lain digunakan untuk
pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan yang sudah ditetapkan indeksnya dalam
Standar Biaya Umum (SBU) dan belanja perjalanan. Belanja Modal, adalah
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya
menambah aset/inventaris kementerian negara/lembaga dengan kewajiban untuk
menyediakan biaya pemeliharaan (PMK No. 80, 2007).

Jenis belanja lainnya yang tidak digunakan dalam penganggaran Batan,
yaitu: Bunga, adalah pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan
pokok hutang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar
negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Swbsidi, adalah alokasi
anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi,
menjual, mengekspor, atan mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat
hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh
masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada
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perusahaan negara dan perusahaan swasta. Bantuan Sosial, adalah transfer uang
atau barang yang diberikan kepaa masyarakat guna melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota
masyarakat dan/atan lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantan
untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Hibah, adalah
transfer nitin/modal yang sifatya tidak wajib kepada negara lain atau kepada
organisasi internasional. Belanja ini antara lain digunakan untuk hibah kepada
pemerintah luar negeri dan organisasi internasional. Belanja lain-lain, adalah
pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
jenis belanja seperti tersebnt di atas (PMK No. 80, 2007).

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

13 MAK Bel. Pegawai ' 20 MAK Bel. Barang ‘ 7 MAK Bel. Modal

Gambar 3.4. Struktur Penganggaran Batan berdasarkan Klasifikasi Ekonomi
Sumber: RKA-K/L Batan Tahun 2008; telah diolah kembali

3.2.2. Instrumen Pengalokasian Anggaran

Instrumen pengalokasian anggaran merupakan petunjuk, kaidah ,dan/atau
ketentuan yang harus diperbatikan dalam menyusun RKA-K/L. Instrumen-
instrumen dalam menyusun RKA-K/1, Batan, yaitu:

(1).Visi dan misi Batan, menjadi ruh dalam setiap proses penynsunan RKA-K/1,
di semua Satuan Kerja. Visi dan misi Batan tidak secara eksplisit tertuang
dalam dokumen RKA-K/L disebabkan penyusunan RKA-K/L berada pada
level Satuan Kerja. Sehingga RKA-K/L. memuat uraian visi dan misi masing-
masing Satuan Kerja;

{2).Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana kerja Batan (Renja Batam)
yang telah disepakati DPR sebagai pedoman menyusun program dan kegiatan
prioritas;

(3).Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya (Umnm dan Khusus)
sebagai dasar perhitungan biaya masukan/input dan biaya keluaran/output;
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(4).Alokasi Pagu (Sementara dan/atau Definitif) menurut klasifikasi organisasi,
fungsi dan ekonomi sebagai batasan nilai anggaran yang diperkenankan;

(5).Data pendukung, vaitu (i) Kerangka acuan (TOR) yang merupakan dokumen
berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang dinsulkan untuk
diberikan alokasi anggaran; (ii) Rincian Anggaran Biaya, yaitu dokumen yang
berisi rincian komponen-komponen masukan/input dari kegiatan beserta
besaran dana masing-masing komponen, (iii) Data pendukung lainnya berupa
daftar realisasi pembayaran gaji PNS Batan bulan tertentu, daftar inventaris
kantor dan dokumen lain yang dibutuhkan.

(6).Pedoman penyusunan RKA-K/I. Batan yang memprioritaskan: (i) Program
dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan
nasional dan/atan prioritas Batap, (ii) Kebumhan anggaran yang bersifat
mengikat, dan (iii) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat
tahun jamak (multi years).

33.  Input data RKA-K/L, Batan Tahun 2008

Input data RKA-KL Batan tahun 2008 menggunakan program aplikasi
RKA-KL versi 4, yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran -
Departemen Kevangan,

Ada 6 komponen yang harus diisi/di-input ke dalam aplikasi RKA-K/L,
yaitn: Satker, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, MAK/AKUN, dan Detil.
Masing-masing komponen memiliki bagian yang harus di-input kembali:

Tabel 3.3. Komponen RKA-K/L dan rincian input-nya

Komponen RKA-K/L Rincian /nput

1. Satker Vist, Misi, Tujuan, Nama KPA, Jabatan KPA,
Bendahara, Pembuat SPM, Alamat Satker

3. Kegiatan Indikator Keluaran, Volume Keluaran (outpuf) dari
tahun 2006 — 2010, Satuan Keluaran, Kewenangan
Pelaksana, Propinsi

4. Sub Kegiatan Indikator Keluaran, Volume Keluaran dari tahun
2006 — 2010, Satvan Keluaran, Group MAK/tanpa
Group MAK
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Komponen RKA-K/L Rincian fnput

5. MAK/AKUN KPPN, Kabupaten/Kota, Jenis Beban (RM, PHLN,
Local Cost, PNBP, APBD, PBLU)

6. Detil Uraian belanja, Volume, Satuan, Harga per satuan

Sumber: RKA-KL Batan 2008; telah diolah kembali

Hasil cetak dokumen RKA-KI. terdiri dari form belanja dan form
pendapatan. Form belanja berisi daftar rincian biaya suatu program dan kegiatan
hingga level jenis belanja dan uvraian/detail item tiap jenis belanja yang disertai
keluran yang ingin dicapai tiap kegiatan. Form pendapatan berisi daftar rincian
pendapatan per kegiatan dan per jeniz/akun pendapatan yang diterima oleh suatu
Satuan Kerja atas pelaksanaan kegiatan.

Secara keselurvhan form-form yang terdapat dalam dokumen RKA-KL

beserta jenis datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jenis-jenis Form hasil cetak dokumen RKA-K/L tahun 2008

Anggaran Sstuan Kerja | Angegaran Unlt Organisast Anggaran Departemen
FormlI-15 Form2.1—-2.4 Form 3.1 ~3.4
1.1 Rincian kegiatan /sub |2.1 Uraian kegistan dan |[3.1 Ringkasan kegiatan

kegiatan dan penjela-
san indikator kegiatan

penjelasan output sub

dan penjelasan output

Jout put, beserta target kegiatan, beserta target sub kegiatan, beserta

EraranShseran kelua- besaran sasaran target besaran sasaran

ran yang ingin dicapai; kelnaran yang ingin keluaran yang ingin
12 Rincian  anggaran |  dicapai dicapai;

belanja per kegiatan {2.2 Uraian anggaran |32 Ringkasan anggaran

beserta prakiraan maju

belanja per kegiatan

belanja per program

2 tahun ke depan; beserta prakiraan maju per kegiatan beserta

13 bRe};lcl?n allc‘lgg?nﬂat;n 2 tahun ke depan; prakiraan maju 2 tahun

anja per kegi - 8 .
dan jenis belanja; 23 Urata.n mgm ke. depan,

1.4 Rincian an pen- belm.l_]a. I;r l.ie.glatan 3.3 ngk.asan ANZEATAD
dapatan (PNng P/ Pajak) dan jenis belanja; belanja _per program
beserta prakiraan maju 2.4 Uraian anggaran per kegiatan dan jenis
2 tahun ke depaﬂ; pendapatan be]anja;

1.5 Rincian anggaran per- (PNBP/Pajak) beserta |3.4 Ringkasan anggaran
hitungan biaya per ke- prakiraan maju 2 tahun pendapatan  (PNBP/
giatan, subkegiatan, & ke depan. Pajak) beserta

akun belanja, beserta
rincian urajian/ detil
item belanja.

prakiraan maju 2 tahun
ke depan,

Sumber: RKA-KL Batan 2008; telah diolah kembali
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BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN PENERAPAN TIGA KOMPONEN PADA
PENYUSUNAN RKA-K/L

Hasil pengambilan data yang bersumber pada dokumen RKA-K/L Batan
tahun 2008 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Komponen RKA-K/L Batan tahun 2008

Komponen RKA-K/L Rincian & Jumlah
1. Satuan Kerja - 22 Satuan Kerja
- 22 KPA, 24 PPK, 22 Bendahara, 22 Pembuat SPM
2. Program - 10 Program
- 10 Sasaran Program
3. Kepgiatan - 33 kegiatan

- 120 Indikator Keluaran (oufput) kegiatan

- 5 x 120 Volume Keluaran dani tahun 2006 s/d
2010

- 2 x 120 data perkiraan maju 2009 - 2010
- 6 nama Satuan Keluaran

- 1 Kewenangan Pelaksana

- 3 Propinsi Lokasi Batan

4. MAK/AKUN - 40 BAS, 5 KPPN, 4 Kabupaten/Kota, 2 Jenis
Beban (RM & PNBP)

- 3897 Uraian belanja

Sumber: RKA-KL Batan tahun 2008; telah diolah kembali

4.1. Analisis Satuan Kerja Batan

Batan memiliki 22 Satuan Kerja. Satvan Kerja di Batan adalah pusat-
pusat teknis Batan, kecuali 2 Satuan Kerja, yaitu: Satuan Kerja Kantor Pusat dan
Satuan Kerja Perwakilan Batan Luar Negeri. Satuan Kerja Kantor Pusat Batan
merupakan gabungan dari 4 biro dan 6 ketatausshaan pimpinan Batan (kepala
Batan, Sekretariat Utama, dan 4 Kedeputian). Sedangkan  Satuan Kerja
Perwakilan Batan Lusr Negeri merupakan unit pelaksana teknis yang bersifat
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khusus, sehingga pengelolaan kegiatannya —meskipun kecil- membutuhkan
pengatiran tersendiri.

Penyusunan RKA-K/L. Batan dilakukan pada level Satuan Kerja yang
mengelola kegiatan-kegiatan. Pengelolaan kegistan pada Satuan Kerjs Batan
dikendalikan oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA memiliki
ptorites penuh terhadap perencanaan dan pelaksanasn pengelolaan keuangan di
Satuan Kerjanya. Dalam kapasitasnya tersebut, maka KPA menjadi
oknum/pribadi yang beranggung jawab terhadap proses keuangsn baik
pembelanjaan, penerimaan serta pelaporan yang berkaitan dengan kewajiban
akuntansinya. Hal ini tercermin salah satunya dalam dokumen RKA-K/L Batan
tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja selaku KPA (Lampiran
1), demikian pula dokumen pelaksana anggaran (DIPA) dan dokumen Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK).

Seorang KPA pade Satuen Kerja di Batan, dapat dibantu oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM,
bendahsra pengeluaran, dan staf pengelola keuangan sesuai dengan kebufuhan
peraturan. Mereka disebut sebagai panitia penanggungjawab pengelola keuangan.
Komposisi panitia penanggungjawab pengelola keuangan pada Satuan Kerja
Batan tahun 2008 diuraikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumiah Pagu, PNS dan Pepanggungjawab Pengelola Keuangan Batan

tahun 2008
Satusn Kerja | KPA | PPK | Benh sgfu Staf | PNS {R:;g""w
1. PATIR - 1 1 | 4 | 378 | 30.717.513
2. PPGN 1 1 1 1 4 237 19.515.796
3. Kantor Pusat | 1| | 4 1 i | 11| 416 | 39.154.252
4. PTNBR 1| 1 1 t | 4 | 232 | 22615219
5. PTAPB 1| 1 1 1 | 4 | 441 | 30.607.445
6. PW. LN 1| - ] A R 725.000
7. PTKMR i 1 1 1 4 165 15.612.286
8. PKTN 1 2 1 1 6 236 43,135,548
9, PDL 1 | 1 1 1 [ 4] 85 8.662.351
10, PRSG 1 1 1 1 4 179 27.935.511
i1.PTBN 1 1 1 1 4 218 16.888.754
12. PTBIN 1 |1 1 1 | 4 | 138 | 10.460.305
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Satuan Kerja | KPA | PPK { Benh sgfw Staf | PNS (Rppgg‘;m )
13. PREN 1|1 1 1 | 4 | 126 | 9521267
14. PRR 1 1 1 1 4 131 15.762.460
15.FTLR 1 1 1 1 4 161 13.679.608
16. PPIN 1 [ 1 1 1 | 4] 66 6.466.242
17. PTRKN 1 [ 1 1 1 | 4 | 138 | 12.282.981
18. STTN R 1 1 | 4] 60 6.576.155
19. PPEN 1 |1 1 1 | 5| 87 | 17.716.604
20. Inspektorat 1 - 1 1 3 25 2.213.691
21. PDIN t |1 i 1 | 4 | 40 | 10.337.668
22. PSJMN 1 | 1 ] 1 | 4] 38 2.665.680
JUMLAH 22 | 24 22 22 | 95 ; 3.598 | 363.252.335

Bumber; RKA-K/L. Batan tabun 2008; telah diclah kembati
Keberadaan secorang KPA dalam Satuan Kerja Batan menunjukkan

bahwa Satuan Kerja menjadi entitas skuntansi yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan kesangan dan aset yang dimilikinya. Hal ini diperjelas dengan fakta
bahwa KPA dijabat oleh kepala dari masing masing pusat teknis (setingkat
esselon II). KPA yang tidak dijabat oleh kepala hanya ada di dua dar 22 Satuan
Kere di Batan, yaitu Satusn Kerja Kantor Pnsat Batan dan Sahian Kenja
Perwakilan Batan Luar Negeri. Hal ini terjadi karena kedua Satuan Kerja tersebut
memeang bukan merupakan pusat teknis sehinggs tidak memiliki kepala. KPA dari
kedua Satuan Kerja tersebut dipegang oleh Kepala Biro Umum, selaku biro yang
mengurusi masalah keuangan dan administrasi smum di Batan.

Tabel 4.2 memperlihatkan keunikan dari Satuan Kerja Perwakilan Batan
Luar Negeri (PW. LN). Sebagaimana diterangken di awal, Satuan Kerja PW LN
adalah unit pelaksana khusus. Alokasi anggaran pada Satuan Kerja ini
diperuntukkan dalam rangka mengkoordinasikan pengeluaran Batan yang
berkenaan dalam hal perwakilannya di luar negeri, dan pengeluaran operasional
staf Batan yang ditempatkan di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Satuan
Kerja PW LN tidak memiliki kegiatan dasar yang terkait dengan gaji dan honor
karena Satusn Kerja ini tidek memiliki staf/karyawan/PNS yang menjadi
tanggungjawabnya langsung. Staf Batan yang bertugas di IAEA adalah staf ahli
yang berasal dari Satuan Kerja yang terkait dengan kerjasama teknis Batan —
IAEA. KPA Satuan Kerja PW LN adalah orang yang sama dengan KPA Kantor
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Pusat Batan. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja PW LN dikerjakan oleh panitia
penanggungiaweb pengelola kenangan Satuan Kerja Kantor Pusat Batan. Karena
kekhususannya tersebut Satuan Kerja Perwakilan Batan Luar Negeri tidak
disertakan dalam anelisis-analisis yang berkenaan dengan kegiatan dasar.

Setiap Satuan Kerja di Batan memiliki 1 orang PPK, kecuali Satuan
Kerja Kantor Pusat Batan dan Satuan Kerja PKTN. Satuan Kerja Kantor Pusat
Batan memiliki 4 orang PPK. Jumlah ini sama dengan jumlah biro dalam kantor
pusat Batan. Tiap PPK bertanggung jawab dalam pengedasn barang dan jasa di
masing-masing biro. Hal ini memastikan bahwa tiap-tiap biro bertanggungjawab
terhadap keberlangsungan kegiatannya. Satuan Kerja PKTN memiliki 2 orang
PPK. Hal ini terkait dengan 2 jenis pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh
PKTN yang beranggaran besar, yaifu pengedaan barangfjasa fisik (prasik) dan
pengadaan barangfjasa non fisik, sehingga masing-masingnya memiliki PPK
sendir.

4.2, Anatlisis Program Batan

Batan memiliki 10 Program yang dijelankan dalam rangka menunjang
pencapaian misi dan visi Batan. Bila program Batan dalam RKA-K/L dikaitkan
dengan misi Batan yang dijabarkankan datam renstra Batan, maka hasilnya seperti
ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Kesesuaian Program RKA-K/L tahun 2008 dengan misi Batan

Naitia Progirati

datam RKA-K/L Sasaraa Program Misi Batan
1. Penelitian & Terselenggaranya litbangyasa iptek | Terlaksananya
Pengembangan nuklir untuk peningkatan kompe- | litbangyasa iptek
Iptek tensi bidang energi dan non energl, | nyklir bidang energi
pengelolaan limbah radioaktif serta | 5. :
keselamatan nuklir dan radiasi. rlon enetgt
2. Peningkatan Meningkatnya Kkapasitas  hasil

Kapasitas Iptek litbangyasa iptek nuklir dan
Sistem Produksi pertisipasi industri nasional dalam

mendukung pembangunan PLTN.
3. Pengendalian Terpantaunya radioaktivitas ling-
Pencemaran & kungan dan diperolehnya data rona
Perusakan lingkungan.

Lingkungan Hidup
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Nama Program -
datam RKA-K/L Sasaran Program Misi Batan
4. Difusi & Diseminasi hasil litbangyasa iptek | Terlaksananya
Pemanfaatan Iptek | nuklir melalui publikasi dan pro- | diseminasi hasil
mosi serta peman-faatannya oleh | jitbangyasa iptek
masyarakat. ouklir
5. Pendidikan Terselenggaranya pendidikan
Kedinasan tinggi teknologi nuklir
6. Penerapan Terselenggaranya tugas pokok dan | Terlaksananya
Kepemerintahan fungsi kelembagaan iptek nuklir. | kegiatan demi
Yang Baik kepuasan pemangku
7. Peningkatan Meningkatnya fungsi pengawasan kepentingan
Pengawasan & dan akuntabilitas kinerja
Akuntabilitas litbangyasa iptek nukiir.
Aparatur Negara
8. Pengelolaan Meningkatnya kualitas & profe-
Sumber Daya sionalisme sumber daya manusia
Manusia Aparatur | untuk melaksanakan litbangyasa
iptek nuklir.
9. Peningkatan Bertambahnya fungsi sarana dan
Sarana & prasarana pendukung litbangyasa
Prasarana Aparatur | iptek auklir.
Negara
10. Penguatan Meningkatnya Kinerja Manajemen
Kelembagaan Kelembagaan  Iptek  Nuklir,
Iptek Standarisasi, Akreditasi dan Opti-
malisasi Reaktor, Instalasi dan
Fasilitas Nuklir,

sumber: data RKA-K/L Batan 2008 dan Renstra Batan 2004 — 2009; telah diolah kembali

Program Penelitian & Pengembangan Iptek, Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi, Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
diletakkan sebagai pendukung misi terlaksananya litbangyasa iptek nuklir bidang
energi dan non energi. Hal ini dikarenaken sasaran ketiga program tersebut
berkesesuaian dengan nama-nama sub program dan kegiatan yang terdapat pada
misi melaksanakan litbangyasa iptek nuklir bidang energi dan non energi
sebagatmana disebutkan dalam Pokok-Pokok Pikir Revisi Renstra Batan 2004 ~

2009.

Program Difusi & Pemanfaatan Iptek dan Pendidikan Kedinasan
diletakkan sebaga1 pendukung misi terlaksananya diseminasi hasil litbangyasa
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iptek nuklir. Hal ini terkait dengan sasaran kedua program tersebut yang
berkesesuaian dengan kegiatan renstra Batan pada misi melakukan diseminasi
hasil litbangyasa iptek nuklir, yaitu: sosialisasi dan promosi hasi litbang iptek
nuklir, difusi informasi dan promosi iptek nnklir, dan pelayanan pendidikan dan
elatthan teknologi nuklir.

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Peningkatan
Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara, Pengelolaan Sumber Daya
Manusia Aparatir, Peningkatan Sarans & Prasarana Aparatur Negara, dan
Penguatan Kelembagaan Iptek diletakkan sebagai pendukung misi terlaksananya
kegiatan demi kepuasan pemangku kepentingan. Hal ini terkait dengan sasaren
program-program tersebut yang berkesesuaian dengan kegiatan renstra Batan pada
misi melaksanakana kegiatan demi kepuasan pemangku kepentingan, yaug secara
sub program renstra merupakan bagian dari Manajemen Operasional
Kelembagaan dan Jaminan Muty.

Hasil di atas memperlihatkan adanya hubungan antara sasaran program-
program Batan dengan misi Batan. Masing-masing program memifiki keterkaitan
yang jelas dengan misi Batan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan program
Batan dalam dokumen RKA-K/L disusun dengan sasaran program yang
mendukung pencapaian renstra batan.

4.3, Analisis Kegiatan Batan

Berdasarakan dokumen RKA-K/L. Batan tahun 2008, maka didapatkan
bahwa kegiatan Batan tahun 2008 berjumiah 33 kegiatan. Kegiatan ini
dikelompokkan menjadi 3 kelompok kategori kegiatan. Pertama, kegiatan dasar
yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar Satuan Kerja,
antara lain kegiatan yang mencemminkan tugas-tugas kesckretariatan. Ke-dua,
kegiatan prioritas Batan, yaitu kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara
langsung sasaran program prioritas Batan; ke-tiga, kegiatan penunjang yaitu
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satian Kerja dalam rangks melaksanakan
tugas pokoknya, menunjang kegiatan prioritas, dan bukan merupakan kegiatan
dasar (lampiran 2).

Komposisi anggaran untuk ketiga jenis kegiatan diperlihatkan dalam
Gambar 4.2.
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Gambar 4.1. Komposisi anggaran Batan berdasarkan jenis kegiatan
Sumber; RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali
Dari gambar 4.2 terlihat bahwa proporsi anggaran Batan tahun 2008

didominasi untuk pengelolaan kegiatan dasar (71,3 %) dengan rincin 48,3 %
untuk pembayaran gaji dan 23,0 % untuk operasional perkantoran. Sedangkan
proporsi pengelolaan kegiatan penunjang dan kegiatan prioritas masing-masing
sebesar 14,8 % dan 13,9 %. Pada satu sisi, data ini memperlihatkan kecilnya
efisiensi kegiatan (kegiatan penunjang dan prioritas per kegiatan dasar = 40,2 %)
namun di sisi keterpaduan pengelola kegiatan, data ini menunjukkan adanya
kecukupan dokungsn dari pengelolsan kegiatan dasar yang ditujuken bagi
keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan-kegiatan prioritas dan penunjang. Dalam
arti, pengelolaan anggaran kegiatap prioritas benar-benar dapat difokuskan untuk
menghasilkan keluaran (oufput) yang diinginkan, tidak lagi digunakan
sebagiannya untuk pengelolaan operasional perkantoran,

Dalam hal pengelolaan jenis kegiatan, maka kegiatan dasar dikelola oleh
geluruh Satuan Kerja di Batan. Sementara untuk kategori kegiatan penunjang dan
prioritas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja
Batan. Sebuah Satuan Kerja di Batan umumnya mengelole lebih dari satu
kegiatan. Sedangkan satu nama kegiatan dapat dikelola oleh beberapa Satuan
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Kerja, atau dikatakan satu kegiatan dapat dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja,
yang membedakan adalah indikator dan atan volume kelusrannya.

Setiap data base kegiatan dalam aplikasi RKA-K/L tahun 2008 memiliki
kode dan nama tersendiri. Setiap Satuan Kerja Batan memiliki variasi dalam
pengelolaan memilih nama kegiatan untuk dicantumkan dalam dokumen RKA-
K/L. Ada 3 kondisi yang ditemui pada RKA-K/L Batan 2008 mengenai pemilihan
nama kegiatan. Pertama, nama kegiatan sudah ditetapkan berada pada program
tertenty, misalnya kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan dan
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran hanya dapat
dimasukkan pada Program Kepemerintahan Yang Baik. Kedvpa, nama kegiatan
merupakan hasil atau bagian dari kebijakan baik bersifat nasional ataupun
organisasi yang disiapkan untuk satu Satuan Kerja tertentu maupun untuk
keseluruhan Satuan Kerja, misal: kegiatan Administrasi Kegiatan disediakan
untuk menampung honor tim KPA dan belanja operasionalnya. Ketign, nama
kegiatan dipilih karena kebutuhan kesesuaian dengan keluaran (out put) yang
hendak dicapai, misal: Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan dipilih oleh Satnan
Kerja yang memiliki kegiatan dengan out pur pembelian sejumlah buku-buku,

Kondisi di atas menyebabkan terjadinya deferensiasi nama.nama
kegiatan yang masuk dalam masing-masing kategori. Untuk kegiatan dasar,
seluruh dokumen RK A-K/L Satuan Kerja Batan tahun 2008 menggonakan 2 nama
kegiatan, yaitu: Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan sebagai kegiatan
pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan, dan Penyelenggaraan Operasional
Dan Pemeliharaan Perkantoran dipilih sebagai rumah bagi kegiatan operasional
perkantoran. Sementara untuk kegiatan prioritas tersebar dalam 15 nama kegiatan,
sedangkan kegiatan penunjang tersebar ke dalam 16 nama kegiatan.

4.3.1. Keterpaduan Antara Kegiatan dengan Program Batan

Sebagaimana didefinisikan dalam PMK No. 80 tahun 2007, bahwa
program merupakan penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam
bentuk kegiatan yang sesuai dengan misinya. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan-
kegiatan Batan dan keluvarannya, pada hakekatmya harus merupakan penjabaran
dari program Batan yang dilaksanakan guna mencapai visi dan inisi Batan.
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Satu program Batan, sekurang-kurangnya memiliki satu kegiatan, dan

tiap-tiap kegiatan Batan yang berada dalam nsungen suatu program harus

memiliki keluaran yang mendukung pencapaian program. Data pada lampiran 3
memperlihatkan keluaran dari kegiatan disandingkan dengan sasaran dart program
Batan tahun 2008.

Data dari dokumen RKA-K/L tahun 2008, Batan memiliki 10 program

yang dijabarkan ke dalam 33 kegiatan Batan. Keterkaitan antara kegiatan dengan

program Batan diuraikan sebagai berikut:

Program pertama adalah Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan
sasaran yaitu: terselenggaranya tugas pokok dan fungsi kelembagaan iptek
nuklir. Program ini mervpakan rumah bagi semua Satuan Kerja yag
memiliki kegiatan-kegiatan dasar yang menunjang pelaksanaan operasional
perkantoran di Batan. Sasaran program ini mengharuskan kegiatan yang
berada di bawashnya benar-benar memiliki ountput yang mendukung
terselenggaranya Tupoksi dan fungsi kelembagaan iptek nuklir Batan.
Dalam dokumen RKA-K/L, program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu:
Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan, Penyelenggaraan Operasional
& Pemeliharaan Perkantoran, dan Pengelolaan & Pengendalian Anggaran.
Kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorartum & Tunjangan dan Penyelenggaraan
Operasional & Pemeliharaan Perkantoran merupakan kegiatan dasar,
artinya output kegiatan tersebut benar-benar mendukung terselenggaranya
Tupoksi Batan. Sementara kegiatan Pengelolasn & Pengendalian Anggaran
merupakan kegiatan dalam rangka mengelola dan mengendalikan seluruh
proses pelaksanaan anggaran melalui tim pengelola anggaran. Artinya,
ketiga kegiatan fersecbut telah sesuvai berada dalam program Penerapan
Kepemerintahan Yang Baik dan memiliki oniput yang mendukung
terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Batan. Ketiga kegiatan tersebut
juge tidak saling tumpang tindih. Ousput kegiatan Pengelolaan Gaii,
Honorarium & Tunjangan terkait dengan gaji PNS se-Batan. Kegiatan
Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran memiliki ontput
yang terkait dengan operasional perkantoran, dan kegiatan Pengelolaan &
Pengendalian Anggaran memiliki output yang terkait dengan Tim Pengelola
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Anggaran dan operasional pelaksanaan anggaran. Ketiga output ini sangat
sesuai berada pads masing-masing kegiatannya.

Program ke-dua, Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur
Negara, mempunyai sasaran yaitu: meningkatnya fungsi pengawasan dan
akuntabilitas kinerja litbangyasa iptek nuklir. Program ini merupakan rumah
bagi Satuan Kerja Inspektorat dan Bagian Evaluiasi Program. Sasaran
program ini mengharuskan kegiatan dibawahnya memiliki output seputar
pengawasan dan monev. Dalam dokumen RKA-K/L, program ini didukung
oleh 2 kegiatan yaitu: Pembinaan/Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring,
Evalnasi & Pelaporan dan Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan
Aparatur Negara (Intemal). Kegiatan Pembinaan/Koordinasi/ Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan memiliki output Peket Laporan
Monitoring Dan Evaluasi Dan Pelaporan Hasil Program Litbangyasa,
Diseminasi, Dan Manajemen Xelembagaan, sedangkan kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal)
memiliki output Jumlsh Paket Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan. Artinya; kedua kegiatan
tepat berada dalam program ini dan output kegiatanpun mendukung
pencapaian sasaran program.

Program ke-tiga, Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, memiliki
sasaran yaitu: meningkatnya kualitas & profesionalisme sumber daya
manusia untik melaksanakan litbangyasa iptek nuklir. Program ini
merupakan rumah bagi Satuan Kerja Pusdiklat dan Biro Sumber Daya
Manusia. Program ini didulaing oleh kegiatan Pengembangan SDM &
Administrasi Kepegawaian dan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan &
Pelatthan Aparatur Negara. Ountput kegiatan Pengembangan SDM &
Administrasi Kepegawaian yaitu; Terwujudnya Pembinaan SDM Yang
Profesional Dan Pengelolasn Administrasi Kepegawaian Yang Baik dan
output kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Aparatur Negara
yaitn: Jumlah Penyelenggaraan Diklat Teknis Di Bidang Ketenaganukliran,
Nama kedua kegiatan tepat berada dalam program ini serta output dari
kedua kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran program.
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Program ke-empat, Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara,
dengan sasaran yaitu: bertambsahnya fungsi sarana dan prasarana pendukung
litbangyasa iptek nuklir. Program ini merupakan rumah bagi Biro Umum
dan Satuan Kerja yang memiliki perencanaan untuk membangun ataupun
merefungsionalisasi sarana dan prasarana di Batan. Program ini dalam
dokumen RKA-K/. didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: Pembangunan /
Pengadaan / Peningkatan Sarana & Prasarana, Rehabilitasi/ Peningkatan /
Renovasi Gedung / Lab / Perpustakaan, dan Perawatan Prasarana &
Jaringan. Masing-masing output dari kegiatan tersebut adalah:
Terselenggaranya Pembangunan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana, Paket
Gedung / Laboratorium / Perpustakaan Yang Dirchabilitasi Dan Direnovasi,
dan Jumiah Paket Prasarana Dan Jaringan Yang Terawat. Ketiga kegiatan
tepat berada dalam program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Negara, selain karena nama kegiatan sesuai dengan nama program, juga
output kegiatan mendukung pencapatan sasaran program tersebut.

Program ke-lima, Penehitian & Pengembangan Iptek, sasarannya yaitu:
terselenggaranya litbangyasa iptek nmuklir untuk peningkatan kompetensi
bidang energi dan non energi, pengelolasn limbsh radioaktif serta
keselamatan nuklir dan radiasi. Program ini merupakan rumah bagi seluruh
Satuan Kerja yang melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan
(litbangyasa) di bidang nuklir. Dalam dokumen RKA-K/L, program ini
didukung oleh 11 kegiatan, yaitu: Pengembangan Teknologi Bahan Bakar
Nuklir, Pengembangan Teknologi Perekayasaan Perangkat Nukiir,
Pengembangan Teknologi Proses  Radioisotop & Radiofarmaka,
Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop & Radiasi, Pengembangan
Teknologi Reaktor & Energi Nuklir, Pengembangan Teknologi Pengelolaan
Limbah Radioaktif, Pengembangan Teknologi Akselerator & Proses Bahan,
Pengembangan Teknologi Bahan Gelian Nuklir, Pengembangan Teknologi
Bahan Industri Nuklir, Pengembangan Teknologi Keselamatan, Metrologi
Radiasi & Biomedika Nuklir, Pengembangan Teknologi Nuklir Bahan &
Radiometri. Kesemua kegiatan tersebut memiliki output di bidang
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penelitian, sechingga mendukung sasaran program Penelitian &
Pengembangan Iptek.

Program ke-enam, Difusi & Pemanfaatan Iptek, sasarannya yaitu:
diseminasi hasil litbangyasa iptek noklir melalui publikasi dan promosi
serta pemanfaatannya oleh masyarakat. Program ini merupakan rumah bagi
kegiatan-kegiatan promosi dan diseminasi iptek nuklir serta kegiatan-
kegiatan yang bersifat layanan bagi masyarakat (PNBP). Program ini dalam
dokumen RKA-K/L didukung oleh 2 kegiatan, yaitu: Layanan Pemanfaatan
Iptek Bagi Masyarakat, dan Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir. Masing-
masing output kegiatan yaitu: Terlaksananya Layanan Pemanfaatan Iptek
Bagi Masyarakat, dan Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Dan Promosi
Hasil Litbang Iptek Nuklir. Kedua kegiatan tepat berada dalam program
Difusi & Pemanfaatan Iptek, selain karena nama kegiatan sesuai dengan
nama program, juga output kegiatan mendukung pencapaian sasaran
program.

Program ke-tujuh, Penguatan Kelembagaan Iptek, dengan sasaran yaitu:
meningkatnya kinerja manajemen kelembagaan iptek nuklir, standarisasi,
akreditasi dan optimalisasi reaktor, instalasi dan fasilitas nuklir. Program ini
merupakan rumah bagi kegiatan-kegiatan penunjang, khususnya berkaitan
dengan optimalisasi dan manajemen kelembagaan seperti pada Sainan Kerja
PSIMN, Biro-biro, dan Satuan Kerja yang memiliki fungsi optimalisasi
sarapa dan prasarana. Dalam dokumen RKA-K/L, program ini didukung
oleh 6 kegiatan, yaitu: Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja &
Anggaran, Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek, Revitalisasi &
Pendayagunaan Reaktor, Instalasi & Fasilitas Nuklir, Pelaksanaan
Standardisasi Iptek Nuklir, Pembinaan & Pengelolaan Kenangan, Sarana &
Prasarana, Pengembangan Sistem Informasi Ketenaganukliran.

Peningkatan kinerja manajemen kelembagaan iptek nuklir dimandati oleh 4
kegiatan yaitu: Pembinaan/Penyusunan Program Rencana Kerja &
Anggaran, Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek, Pembinaan &
Pengelolaan  Keuangan, dan Pengembangan Sistem Informasi

Ketenaganukliran, Masing-masing output yaitu: dokumen perencanaan
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program & anggaran serta pelaksanaan program & kegiatan iptek nuklir,
jumlah dokumen (naskah) perjanjian keja sama yang ditandatangani,
terbinanya & terkelolanya keuangan, sarana & prasarana, dan jumlah
kegiatan pengembangan sistem informasi ketenaganukliran. Sasaran
standarisasi dan akreditasi pada program ini dipunggawai oleh kegiatan
Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir, dengan output: 3 paket dokumen
(standardisasi iptek nuklir, akreditasi & sertifikasi iptek nuklir, dan jaminan
mut nuklir). Sesaran optimalisasi reaktor, instalasi dan fasilitas nuklir
dikomandani olch kegiatan Revitalisasi & Pendayagunaan Reaktor, Instalasi
& Fasilitas Nuklir yang memiliki output: jumlah kegiatan revitalisasi &
pendayagunaan reaktor, instalasi & fasilitas nuklir,

Program ke-delapan, Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi,
memiliki sasaran yaitu: meningkatnya kapasitas hasil litbangyasa iptek
nuklir dan partisipasi industri nasional dalam mendukung pembangunan
PLTN. Program ini merupakan rumah bagi kegiatan-kegiatan prioritas yang
terkait dengan pembangunan PLTN dan pemanfaatannya. Dalam dokumen
RKA-K/L, program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu: Pendayagunaan
Hasil Litbang Iptek Nuklir dan Penyiapan Infrastruktur Dasar Pendukung
Pembangunan PLTN. Peningkatan kapasitas hasil litbangyasa iptek nuklir
dimendati oleh output dari kegiatan Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek
Nuklir, yaitu: Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir.
Sedangkan partisipasi industri nasional dalam mendukung pembangunan
PLTN dimandati oleh output dari kegiatan Penyiapan Infrastruktur Dasar
Pendukung Pembangunan PLTN, yaitu: Jumlah Dokumen Infrastruktur
Dasar Pendukung Pembangunan PLTN.

Program ke-sembilan, Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan
Hidup, memiliki sasaran yaitu; terpantaunya radioaktivitas lingkungan dan
diperolehnya data rona lingkungan. Program ini merupakan rumah bagi
Satuan Kerja yang memiliki reaktor ataupun Satuan Kerja yang memiliki
kegiatan pengukuran radioaktivitas di lingkungan dan pengawasan dampak
keberadaan aktivitas radiasi baik dari alam maupun buatan manusia.
Program ini didukung oleh kegiatan Pemantauan & Evaluasi Radioaktivitas
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Lingkungan yang memiliki output yaitu: 2 paket data rona radioaktivitas
lingkungan, keselamatan lingkungan serta inspeksi keselamatan, Nama dan
out put kegiatan pada program ini sudah tepat dan mendukung keberhasilan
SASAMAN program.

¢ Program ke-sepuluh, Pendidikan Kedinasan, memiliki sasaran yaitu:
terselenggaranya pendidikan tinggi teknologi nuklir. Program ini khusus
untuk Satvan Kerja STTN dengan kegiatannya yaitu: Penyelenggaraan
Pendidikan Teknologi Nuklir, yang memiliki output: 1 Paket
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir.

Hasil analisis keterkaitan antara program dan kegiatan menunjukkan
bahwa nama-nama kegiatan yang dipilih dalam dokumen RKA-K/L Batan tahun
2008 telah sesuai dengan nama program induknya. Output kegiatan juga telah
mendukung pencapaian sasaran program, meskipun nampak belum adanya
kesamaan dalam format penyusunan redaksional output kegiatan dan sasaran
program. Kepgiatan-kegiatan Batan tahun 2008 juga telah menerapkan
keterpaduan, dimana tidak terjadi duplikasi kegiatan. Hal ini terlihat pada
keluaran kegiatan yang memiliki karakteristik output yang berbeda dengan
keluaran dari kegiatan lain.

4.3.2. Analisis Satuan Keluaran Kegiatan

Setiap kegiatan Batan memiliki keluaran yang mendukung pencapaian
sasaran program. Keluaran dari kegiatan terkuantitasi ke dalam satuan keluaran.
Satuan kelvaran menjadi indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan
pelaksanaan suatu kegiatan.

Satuan kelnaran (satuan oufpuf) memiliki keterkaitan dengan keterpaduan
kegiatan dalam hal keharusan kesamaan dalam penamaan suatu satuan keluaran.
Hal ini menyangkut pengukuran keberhasilan kegiatan. Bila suatu kegiatan
dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja Batan dan memiliki keluaran yang sama
atan serupa, maka seharusnya kegiatan tersebut juga memiliki satuan kejuaran
yang sama pula. Keseragaman dalam penamaan satuan keluaran akan
mempermudah pengukuran tingkat keberhasilan sebuah kegiatan yang dilakukan
oleh lebih dari satu Satuan Kerja.
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Data dokumen RKA-KL Batan tahun 2008 terdapat 33 kegiatan yang
dilaksanakan oleh 22 Satuan Kerja Batan yang menghasilkan 120 keluaran, Dari
33 kegiatan, terdapat 7 kegiatan yang dilaksanakan olehk lebih dari sate Satuan
Kerja. Kegiatan tersebut adalah: Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan;
Penyelengparaan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran; Pengelolaan Dan
Pengendalian Anggaran; Rehabilitasi/ Peningkatan/ Renovasi Gedung/
Laboratorium/ Perpustakaan; Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat;
Reyvitalisasi Dan Pendayagunaan Reaktor, Instalasi Dan Fasilitas Nuklir, dan
Pemantauan Dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan. 26 kegiatan lainnya
dilaksanakan oleh satu Satuan Kerja sehingga tidak memberikan masalah dalam
hal keseragaman satuan keluaran. Nama satuan keluaran besarta jumah Satuan
Kerja yang menggunakannya diperlihatkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Nama dan satuan keluaran dari kegiatan dalam RKA-K/L Batan tahun
2008 yang digunakan oleh beberapa Satuan Kerja

No Kode & Nama Kegiatan Satker Satuan Kelnaran

1 | 0001 Pengelolaan Gaji, 21 ORANG (21)
Honorarium Dan Tunjangan

2 10002 Penyelenggaraan 22 KEGIATAN (21),
Operasional Dan PAKET (1)
Pemeliharaan Perkantoran

3 {0043 Pengelolaan Dan 2] BULAN (12), ORANG
Pengendalian Anggaran (5), PAKET (4)

4 | 0100 Rehabilitasi/ Peningkatan/ 2 PAKET (2)
Renovasi Gedung/
Laboratorium/ Perpustakaan

5 16916 Layanan Pemanfaatan Iptek 14 | KEGIATAN (3),
Bagi Masyarakat PAKET (10)

LAPORAN (1)

6 16921 Revitalisasi Dan 10 | PAKET(10)
Pendayagunaan Reaktor,
Instalasi Dag Fasilitas Nukiir

7 | 6928 Pemantauan Dan Evaluasi 4 PAKET (4)
Radioaktivitas Lingkungan
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Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa RKA-K/L Batan tahun 2008 telah
menerapkan perpaduan pada satnan keluaran kegiatan. Terdapat 106 dari 120 atan
88,3 % satuan keluaran yang terpadu, hanya 14 dani 120 atau 11,7 % keluaran
yang menyelisih dari satuan keluaran yang semestinya. Satuan kelnaran
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

4.3.3. Analisis Volume Keluaran Kegiatan

Dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 menghasitkan 120 keluaran
kegiatan disertai dengan volume dan anggarannya. Perencanaan jangka menengah
berupa perkiraan volume kegiatan dan anggarannya untuk tahun depan, akan
memungkinkan adanya perubahan pada volume keluaran dan anggarannya. Dari
sinilah muncul istilah perubahan volume keluaran dan perkiraan maju yang
keduanya menjadi unsur dalam KPJM.

Komposisi dari 120 data keluaran terhadap data perkiraan maju dan
volume keluaran diperlihatkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.5. Komposisi data KPJM menurut jenis kegiatan

Jenis Kegiatan; | Perkiraan Maju Perubahan Volume
data keluaran 2009 Keluaran 2009
1. Kegintan -Naik | 15Data | - Bertambah | 15 Data
43 Data
2. Kegiatan | -Bertambah | 5 Data
Penunjang; - Naik 15 Data
59 Data - Tetap 10 Data
- Turun 5 Data | - Turun 5 Data
3. Kegiatan
Prioritas;
18 Data

sumber: data RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali
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Komposisi dari 120 data keluaran terhadap data perkiraan maju tahun
2009 dibandingkan anggaran tahun 2008 yaitu: 36 data (30,0 %) menunjukkan
kenaikan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008, 72 data (60,0 %)
tidak terjadi perubahan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008, dan
12 data (10,0 %) menunjukkan penurunan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran
tahun 2008. Pada 36 data yang menunjukkan kenaikan anggaran tahun 2009
terhadap anggaran tahun 2008, 20 data memiliki volume kelnaran yang
bertambah, 16 data lainnya memiliki volume keluaran yang tetap. Pada 72 Data
yang menunjukkan tidak terjadi perubahan anggaran tahun 2009 terhadap
anggaran tahun 2008, 71 data menunjukkan volume keluaran yang tetap, 1 data
lainnya menunjukkan volume keluaran yang naik. Sedangkan pada 12 data yang
menunjukkan penuninan anggaran tahun 2009 terhadap anggaran tahun 2008,
seluruhnya mengalami penurunan volume keluaran.

Dari data di atas, yang memungkinkan masih berada dalam koridor
KPIM hanya 48 data (40,0 %) yang masuk dalam kelompok perkiraan majunya
mengalami kenaikan dan perkiraan majunya mengalami penurunan. Hal inj
didasari pada asumsi bahwa bila tidak ada perubahan kualitas pada keluaran
scbuah kegiatan (satuan input tetap), maka perkiraan maj akan mengalami
kenaikan disebabkan oleh kenaikan volume keluaran pada kegiatan, kenaikan
harga dasar satuan input (karena faktor inflasi, kurs, dan lainnya), atan perpaduan
keduanya. Perkiraan maju dapat mengalami penurunan dari tahun 2008
disebabkan oleh karena penurunan volume keluaran. Berdasarkan asumsi ini,
maka tidak mungkin perkiraan maju dari data keluaran akan bernilai tetap sama
dengan tahun 2008 tanpa mengurangi volume keluaran apalagi bila volume
keluaran justru meningkat.

Dari hasil di atas, makes dalam tinjauan aspek perkiraan maju dan
perubahan volume keluaran, telihat bahwa dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008,
belum sepenuhnya menerapkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Hanya
40,0 % data keluaran yang dapat diterima meski belum dapat dinilai kualitas
perkiraan maju dari sisi kelayakan penganggaran, sementara 72 dari 120 data
(60,0 %) tidak sejalan dengan semangat KPJM dalam memperkirakan
penganggaran uniuk tahun depan. Belum ada metodelogi untuk memberikan
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justifikasi bahwa perkiraan maju yang dicantumkan tersebut merupakan indikasi
pendanaan tahun berikutnya. Ha! ini yang menyebabkan tidak tertibnya
pengisian/input data perkiraan maju.

Bila analisis volume keluaran ini diintegraikan dengan analisis satuan
keluaran, maka dari data pada lampiran 4, didapatkan bahwa dari 120 data
keluaran, 26 data memiliki satuan keluaran ‘orang’, 54 data memiliki satuan
keluaran ’paket’, 12 data memiliki satuan keluaran ’bulan’, 24 data memiliki
satuan keluaran ’kegiatan’, 3 data memiliki satnan keluaran ’laporan’ dan 1 data
memiliki satuan keluaran ’naskah’. Komposisi 120 data KPJM dalam kategori
Satuan Keluaran, seperti pada tabel 4.5.

Tabel 4.6. Komposisi data menurt satuan keluaran

Jumlah Menerapkan Tidak Menerapkan
Satuan KPJM KPJM
data
Keluaran Kkeluaran Jumlah % Jumlah o
data data

1. Bulan 12 0 0,00 12 100,00
2. Kegiatan 24 6 25,00 18 75,00
3. Laporan 3 2 66,67 1 33,33
4. Naskah 1 1 100,00 0 0,00
5. Orang 26 16 61,54 10 38,46
6. Paket 54 23 42,59 31 57,41
Rata-rata 120 48 40,00 | 72 60,00

Sumber: data RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Dari data tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa kegiatan yang menggunakan
satuan keluaran ‘naskah, laporan dan orang’ memiliki prosentase menerapkan
KPIM lebih banyak dibanding kegiatan yang menggunakan satuan keluaran
‘bulan, kegiatan dan paker’. Hal ini diprediksi karena satuan keluaran * ‘naskabh,
{aporan dan orang’ lebih fokus dan jelas dari satuan keluwaran “bulon, kegiatan
dan paket’. Hal ini menyebabkan kegiatan yang menggunakan satuan keluaran
yang lebih fokus dan jelas memiliki kemungkinan perubahan volume keluaran di
tahun yang akan datang, sehingga penerapan perkiraan maju sebagai data dasar
KPJM dapat terpenuhi, dibandingkan dengan kegiatan yang menggunakan satuan
keluaran yang berkuantitas besar dan umum.
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Hasil analisis di atas, menjadi dasar untuk melihat hubungan KPIM
dengan kategori jenis kegiatan (dasar, penunjang dan prioritas). Data pada Tabel
4.4 memperlihatkan bahwa terdapat 17 data dari 26 data (39,5 %) pada kegiatan
dasar yang menerapkan KPJM, dengan rincian: 15 data {dari 21 data atau 68,2 %)
berasal dari kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan Tunjangan, 2 data (dari
22 data atau 10,5 %) berasel dari kegiatan Penyelenggaraan Operasional Dan
Pemeliharaan Perkantoran. Hasil ini memperiihatkan bahwa pada jenis kegiatan
desar, maka KPJM lebih banyak diterapkan pada kegiatan Pengelolaan Gaji,
Honorarium Dan Tunjangan.

Kenaikan perkiraan maju pada kegiatan dasar, diprediksi berasal dari
kenaikan volume keluaran. Pada kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan
Tunjangan, keluarannya adalsh ‘orang’ (pegawai yang menerima gaji dan
tunjangan), sehingga kenaikan volume keluaran adalah kenaikan jumlah pegawai
pada Satuan Kerja. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan unit biaya yang sama
(anggaran per orang) antara dana tahun 2008 dengan tahun 2009 (data lampiran
4). Sedangkan kegiatan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan
Perkantoran, memiliki kelvaran ‘kegiatan’ (vaitu jumlah sub kegiatan yang
dilaksanakan pada kegiatan tersebut), sehingga kenaikan volume keluaran adalah
kenatkan jumiah sub kegiatan. Akibamya bila diperkirakan sub kegiatan tahun
2009 masih tetap sama dengan tahun 2008, maka volume keluaran akan tetap
sama tidak berubah, sehingga perkiraan maju menjadi tidak berubah. Hal ini
terlihat pada 19 data volume keluaran dari 22 data KPIM (86,4 %) pada kegiatan
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.

Untuk kegiatan penunjang, data tabel 4.4 memperlihatkan bahwa terdapat
59 data KPJM. Data tersebut tersebar pada 16 kegiatan Batan. Terdapat 20 data
(33,9 %) yang menerapkan KPJM. Ke 20 data tersebut tersebar pada 9 kegiatan
batan. Ada 7 kegiatan penunjang yang tidak menerapkan KPJM, dan ke 7 kegiatan
tersebut menggunakan satuan keluaran ’paket’. Sedangkan keseluruhan satuan
keluaran ’paket’ yang tidak menerapkan KPJM adalah 23 dari 37 data (62,2 %).
Sementara itu, 12 data yang menggunakan satuan keluaran “bulan’, tidak ada yang
menerapkan KPJM. Satuan keluaran ini digunakan hanya pada satu kegiatan,
yaitu Pengelolaan Dan Pengendalian Anggaran. Terdapat 9 Satuan Kerja yang
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menggunakan satuan keluaran selain ’bulan’ untuk kegiatan ini, dan 9 data
tersebut menerapkan KPJM. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunasn satuan
keluaran *paket’ dan *bulan’ pada kegiatan penunjang memiliki persentase yang
rendah untuk menerapkan KPIM (0 ~ 37,8 %). Satuan keluaran ’laporan dan
naskah’ pada kegiatan penunjang memiliki prosentase yang tinggi menerapkan
KPIM (100 %), sedangkan satuan keluaran ’orang dan kegiatan’ berada pada
posis moderat (40,0 — 67,7 %).

Pada kegiatan prioritas, data tabel 4.4 memperlihatkan bahwa terdapat 18
data KPIM yang tersebar pada 15 kegiatan Batan. Terdapat 11 data (61,1 %) yang
menerapkan KPJM, dimana data tersebut tersebar pada 10 kegiatan Batan. 5
kegiatan prioritas Batan lainnya yang tidak menerapkan KPJM, menggunakan
satuan kejnaran ’paket’. Hasil ini tidak jauh beda dengan hasil pada kegiatan
penunjang, yaitu penggunaan satuan keluaran ’paket’ pada kegiatan prioritas,
memiliki persentase yang lebih kecil dibanding penggunaan satuan kelparan
’faporan dan kegiatan’.

Data mengenai satuan keluaran dan jumlahnya pada jenis kegiatan
diperlihatkan pada tabe! 4.6.

Tabel 4.7. Komposisi Data menurut satuan keluaran per jenis kegiatan

Data Keluaran
Jenis Kegiatan KPJM | Satuan | Jumlsh Meﬁr;&kan
Keluaran | Data

1, Kegiatan Dasar 43 Orang 21 14
Kegiatan 20 3

Paket 2 0
Jumlah 17

2. Kegiatan Penunjang 59 Bulan 12 0
Kegiatan 3 2

[ otas 1 1

Naskah 1 1

Orang 5 2
Paket 37 14
Jumlah 20

3. Kegiatan Prioritas 18 Kegiatan 1 1
Laporan 2 i

Paket 15 9

Jumlah 11
Jumlah 120 | 120 48

Sumber: data RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Universitas Indonesia

Analisis penerapan ..., Nanta Wijaya, FEUI, 2010



57

Hasil ini menunjukkan bahwa satuan keluaran memiliki pengaruh
terhadap penerapan KPJM. Satuan keluaran yang fokus dan jelas, seperti: ‘orang’
dan ‘laporan’ akan memperbesar kemungkinan terjadinya perubahan volume
keluaran, yang berdampak pada peningkatan perkirasn maju anggaran tahun
depan dan sebaliknya, satuan keluaran yang bersifat umum akan memperkecil
kemungkinan perubahan volume kefuaran di tahun mendatang,

BHasil di atas juga memperlihatkan bahwa ada kecenderungan Satuan
Kerja memilih saman kelusran yang bersifat wmum seperti “paket” atau
“kegiatan™. Hal ini karena satuan keluaran “paket” dan “kegiatan” cenderung
kebai terhadap masalah revisi. Dengan satuan yang bersifat umum dan statis, jika
terjadi perubahan dalam pelaksanaan anggaran tidak sampai mengubah volume
keluaran, sehingga tidak harus mengubah DIPA Satuan Kerja yang akan memakan
waktu dan tenaga.

4.3.4. Analisis Kinerja Pada Kegiatan

Setiap kegiatan Batan memiliki output yang diredaksikan dalam
dokumen RKA-K/L berupa indikator keluaran. Setiap kegiatan Batan juga
merupakan turunan dari program Batan, yang mana tujuan dari keberadaan
kegiatan tersebut adalah untuk menunjang pencapaian program yang
menaunginya. Meskipun demikian, belum ditemukan argumen yang meyakinkan
bahwa pencapaian tujuan program atan sasaran program merupakan dampak
(outcome) dari suatu kegiatan.

Guna mewujudken keluaran yang ingin dicapai, setiap kegiatan Batan
memiliki masukan (input). Suatu input kegiatan dapat terlihat pada bagian terkecil
dalam dokumen RKA-K/L yaitu berupa uraian jenis belanja (BAS), berupa detil
atau rincian belanja. Detil belanja ini berasal dari anak sub kegiatan (Group
MAK) dan ataupun sub kegiatan yang berada di bawah suatu kegiatan Batan.

Dari data dokumen RKA-K/K Batan tahun 2008, diperoleh 10 data
sasaran program, 120 data output pada level kegiatan, dan 702 data output pada
level sub kegiatan. Pada penelitian kali ini, analisis PBK akan difokuskan pada 7
kegiatan tertentn, yaitu: kegiatan Pemantavan & Evalvasi Radioaktivitas
Lingkungan, Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat, Diseminasi Hasil
Litbang Iptek Nuklir, Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
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& Pelaporan, Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara
(Internal), Pengembangan SDM & Administrasi Kepegawaian, Penyelenggaraan
Pendidikan & Pelatihan Aparatur Negara.

Hubungan antara input, ocutput dan outcome dari kegiatan, diperlihatan
pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Uraian Input, Qutput dan Outcome dari Kegiatan Batan tahun 2008

1 Laporan Sistem
Informasi Dan Tek-

Kféi?t:n Input Outpat sasaran Program

1. Pemantauan | - Dana: Rp. 3,15 M 12 Paket Data Rona | Terpantaunya
& EBvaluasi | Bel. Modal: 232 M | Radioaktifitas Ling- | radioaktivitas ling-
Radioaktivi- Operasional: 0,83 M | kungan, Keselama- | kungan dan diper-
tas Lingku- | - SDM: tidak terdata tan Lingkungan, | olehnya data rona
ngan. serta Inspeksi Kese- | lingkungan.

lamatan,

2. Layanan - Dana: Rp. 828 M 16 Paket Layansn | Diseminasi hasil
Pemanfaatan | Bel. Modal: 0,83 M | Pemanfaatan Iptek | litbangyasa iptek
Iptek  Bagi | Operasional: 7,45M | Bagi Masyarakat; nuklir melalui pu-
Masyarakat. | = SDM: 580 orang 5 Kegiatan Layanan | blikasi dan promo=

Iptek Nuklir; si serta pemanfa-

atannya oleh ma-
syarakat,

Kelembagaan.

nologi Informasi.

3. Diseminasi -Danai Rp. 6.84 M 2 Paket Kegiatan { Diséminasi hasil
Hasil Litbang | Bel. Modal: 3,00 M | Diseminasi Infor- | litbangyasa iptek
Iptek Nuklir. Operasional: 3,84 M | masi Dan Promosi | nuklir melalui pu-

- SDM: terdats 22 { Hasil Litbang Iptek | blikasi dan promo-
orang Nuklir. si serta pemanfa-
atannya oleh ma-

syarakat.

4 Pembinaan/ | - Dana: Rp. 2894 jt 1  Paket Laporan | Meningkatnya
Koordinasi/ Bel. Modal; 77,5 jt | Monitoring & Eva- | fungsi pengawa-
Pelaksanaan Operasional: 211,9 jt | luasi Dan Pelaporan | san dan akuntabili-
Monitoring, | - SDM: terdata 5 orang | Hasil Program Lit- | tas kinerja litbang-
Evaluasi & bangyasa, Disemi- | yasa iptek nuklir,
Pelaporan nasi, & Manajemen
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Kf;il:t:n Input Output sasaran Program

5. Penyelengga- | - Dana: Rp. 320,0 jt 2 Paket Laporan | Meningkatnya
raan Penga- | Bel.Modal: 205,0 jt | Tindak Lanjut Hasil | fungsi pengawa-
wasan & Pe- | Operasional: 115,0 jt | Pengawasan & Pe- | san dan akuntabili-
meriksaan -~ SDM: terdata 14 | ngembangan Sistem | tas kinega litbang-
Aparatur orang Informasi Pengawa- | yasa iptek nuklir.
Negara san,

(Internal).

6. Pengemba- | - Dana: Rp, 1,01 M 1 Paket Pembinaan | Meningkatnya
ngan SDM & | Bel. Modai: 0,32M | SDM Yang Profe- | kualitas & profe-
Administrasi | Operasional: 0, 69 M | sional Dan Penge- | sionalisme sumber
Kepegawaian | - SDM: 71 orang lolaan Administrast | daya manusia un-

. Kepegawaian Yang | tuk melaksanakan
Baik. litbangyass iptek
nuklir

7. Penyeleng- -Dana: Rp. 1,5M 4 Paket Penyeleng-  Meningkatnya
garaan Bel. Modal: 0,67 M | garaan Diklat Tek- | kualitas & profe-
Pendidikan Operasional: 0,83 M | nis Di Bidang Kete- | sionalisme sumber
& Pelatihan | - SDM: 35 orang naganukfiran. daya manusia un-
Aparatur tuk melaksanakan
Negara litbangyasa iptek

nuklir

Sumber: data RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diclah kembali

Data tabel 4.8 memperlibatkan komposisi unsur-unsur kinerja pada
kegiatan Batan tahun 2008. Dari data didapatkan bahwa dokumen RKA-K/L
Batan tahun 2008 telah memberikan informasi input dana/anggaran secara jelas,
namun tidak dapat memberikan informasi inpiut SDM secara lengkap. Informasi
SDM pada dokumen RKA-K/L diperoleh dari uraian honor pelaksana kegiatan.
Salah satu dampak penganggaran terpadu adalah adanya pembatasan pemberian
honor, menyebabkan beberapa kegiatan tidak diperbolehkan lagi menganggarkan
belanja honor bagi para pelaksana kegiatannya. Hal ini menyebabkan dokumen
RKA-K/L tidak dapat memberikan informasi mengenai jumlah SDM yang terlibat
dalam suatu kegiatan.

Cara alternatif untuk mengetahui jumlah SDM yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan adalah melalui rincian biaya operasional seperti perjalanan
dinas dan koordinasi/rapat. Cara ini membutuhkan syarat bahwa uraian pada jenis
belanja harus dirinci atan menunjukkan personil yang ikut serta. Meskipun masih
bersifat tidak pasti, namun langkah ini perlu untuk diupayakan bila informasi
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mengenai SDM dalam suatu kegiatan dapat terbaca secara eksplisit pada dokumen
RKA-K/L.

Dalam hal keberadaan output kegiatan, maka dokumen RKA-K/L. Batan
tahun 2009 telah mencantumkan output kegiatan secara jelas. Volume output juga
telah didokumentasikan sebagaimana telah digunakan dalam analisa penerapan
KPIM pada dokumen RKA-K/L Batan. Keberadaan volume ini memungkinkan
untuk menghasilkan suate ukuran kualitas terhadap satu kegiatan, yaitu indeks
biaya kegiatan. Sebagai contoh adalah kegiatan Pemantauan & Evaluasi
Radioaktivitas Lingkungan yang memiliki anggaran total sebesar Rp. 3,15 Milyar
guna menghasilkan 12 Paket Data Rona Radioaktifitas Lingkungan. Dengan
asumsi bahwa tiap keluaran kegiatan memiliki kualitas yang sama, maka dapat
kita katakan bahwa indeks biaya kegiatan Pemantavan & Evaluasi Radioaktivitas
Lingkungan adalah sebesar Rp. 262,5 juta. Artinya, untuk menghasilkan 1 paket
data rona radioaktivitas lingkungan, dibntuhkan dana sebesar Rp. 262.5 juta.
Indeks biaya kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan Standar Biaya
Khusus (SBK).

Data tabel 4.8 juga memperlibatkan konsistensi antara output kegiatan
dengan sasaran program yang diharapkan. Masing-masing output bersesuaian dan
mendukung pencapaian sasaran program. Meskipun demikian, sekali lagi belum
ada argumentasi yang jelas bahwa sasaran program tersebut merupakan output
dari kegiatan yang berada dibawahnya, sehingga baru dapat dikatakan bahwa
penyusunan kegiatan-kegiatan dalam dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 telah
menyertakan output kegiatan dan sasaan program secara jelas.

4.4.  Analisis Jenis Belanja

Jenis Belanja Batan tahun 2008 sebagaimana terangkum dalam dokumen
RKA-K/L Batan tahu 2008, dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu: Belanja
Pegawai, Belanja barang, dan Belanja Modal. Komposisi jenis belanja pada
kategori kegiatan Batan, diperlihatkan dalam gambar 4.4.

Dari gambar 4.4 terlihat bahwa pada kegiatan dasar, jenis belanja
pegawai mendominasi pengeluaran, sementara belanja modal nihil. Hal tersebut
berkebalikan dengan kegiatan penunjang dan prioritas, dimana pada kedua
kegiatan tersebut belanja modal mendominasi, sedangkan belanja pegawai relatif

Universitas Indonesia

Analisis penerapan ..., Nanta Wijaya, FEUI, 2010



61

sangat kecil. Sementara belanja barang memiliki komposisi yang relatif sama pada
ketiga kegiatan. Data ini menunjukkan bahwa pada kegiatan dasar tidak ada
proses pembentukan modal (pembangunan), sementara pada kegiatan penunjang
dan prioritas, kental dengan proses pembentukan modal. Hasil ini kembali
menguatkan hasil sebelumnya bahwa RKA-K/L Batan tahun 2008 telah
menerapkan keterpaduan pengelolaan kegiatan.

100% -

80% -

60% - 1

40% -

20% -
Kegiatan Dasar Kegiatan Penunjang | Kegietan Pridritas
g3 B. Modal 0,00% 64,27% 63,79%
@ B. Barang 32,25% 22,00% 35,37%
m B. Pegawai 67,75% 13,73% 0.84%

Gambar 4.2 Komposisi jenis belanja per jenis kegiatan Batan
sumber: RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Hasi] di atas juga menunjukkan bahwa keterpaduan jenis belanja
diterapkan dalam penyusunan RKA-K/I. Batan tahun 2008. Hal ini terlihat dalam
penerapan belanja modal hanya pada kegiatan penunjang dan prioritas, dan
penerapan belanja pegawai yang dominan pada kegiatan dasar. Adapun
keberadaan belanja pegawai pada kegiatan penunjang, karena terdapatnya
kegiatan Administrasi Kegiatan yang mana merupakan rumah bagi panitia
penanggungjawab dan pengelola anggaran (tim KPA), artinya: belanja pegawai
yang muncul pada kegiatan penunjang adalah belanja honor tidak tetap tim KPA.

Jenis belanja barang terdapat pada ketiga kategori kegiatan. Untuk dapat
melihat apakah terjadi duplikasi belanja barang antar kegiatan, maka hams
dianalisis melalui Bagan Akun Standar.
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Tiap jenis belanja diklasifikasikan menjadi lebih rinci dan fokus ke dalam
Bagan Akun Standar (BAS). Data dokumen RKA-K/L Batan tahun 2008 merinci
Belanja pegawai Batan menjadi 13 BAS, belanja barang menjadi 20 BAS, dan
belanja modal menjadi 7 BAS. Masing-masing BAS terdistribusi ke dalam
kegiatan dasar, kegiatan penunjang dan kegiatan prioritas. Nama BAS dan
penempatannya pada jenis kegiatan, diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9. Bagan Akun Standar pada kegiatan Batan

No | Kode | Nama Bagan Akyn Standar

BAS pada Kegiatan Dasar
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS

511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS

511121 | Belanja Tunj. Suamifistri PNS

511122 | Belanja Tunj. Anak PNS

511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS

511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS

511125 | Belanja Tunj, PPh PNS

511126 | Belanja Tunj. Beras PNS

511129 | Belanja Uang Makan PNS

511134 | Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS

512211 | Belanja uang lembur

521111 | Belanja Keperluan Perkantoran

521113 | Belapja untuk menambah daya tahan tubuh
521114 | Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya

522111 | Belanja Langganan daya dan jasa

522112 | Belanja Jasa pos dan giro

523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119 | Belanja Biaya Pgmeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129 | Belanja Biaya Pemelibaraan Peralatan dan Mesin Lainnya
523133 | Belanja Biaya Pemeliharaan faringan

524111 | Belanja perjalanan biasa (DN)

524112 | Belanja perjalanan tetap (DN)

26 { 52421! | Beianja perjalanan biasa (LN)

Bas Pada Kegiatan Penunjang dan Prioritas

27 | 512112 | Belanja Uang Honor Tidak Tetap

28 | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya

29 | 522114 | Belanja Sewa

30 § 522115 | Belanja Jasa Profesi

31 | 522119 | Belanja Jasa Lainnya
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No

Kode

Nama Bagan Akun Standar

32

524119

Belanja perjalanan lainnya (DN)

33

521211

Belanja Bahan

34

332111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

35

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

36

534131

Belanja Modal Jaringan

37

535111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi

38

535121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi

39

535131

Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Yang Dikapitalisast

40

536111

Belanja Modal Fisik Lainnya

sumber: RKA-K/L Batan tahun 2008; telah diolah kembali

Data pada tabel di atas menmpérlihiatkan bahwa terjadi deferensiasi yang
sangat jelas antara BAS kegiatan dasar dengan BAS kegiatan penunjang dan
prioritas. Bila pada level jenis belania, terdapat belanja barang di setiap kategori
kegiatan, maka dengan data BAS ini, terlihat bahwa jenis belanja barang yang
terdapat pada kegiatan dasar sepenuhnya berbeda dengan jepis belenja barang
yang terdapat pada kegiatan penunjang dan prioritas.

Hasil ini kembali menguatkan hasil sebelumnya bahwa perpaduan jenis
belanja telah diterapkan dalam penyusunan RKA-K/L Batan tahun 2008 sehingga
tidak terjadi duplikasi antara BAS pada kegiatan dasar dengan BAS pada kegiatan

penunjang dan prioritas.
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BAB S
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasi) analisis dan pembahasan, meka dapat ditarik beberapa

kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1.

Tiga tujuan penerapan komponen penganggaran terpadu dalam
penyusunan RKA-K/L. Batan tahun 2008 telah tercapai. Tujuan pertama,
Satnan Kerja menjadi entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap
pengelolaan keuangan dan kekayaan dalam Satuan Kerja masing-masing.
Hal ini ditandai dengan keberadaan KPA yang memiliki otoritas penuh
terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di Satuan
Kerjanya. Tujuan ke-dua, kegiatan dasar diadakan untuk menjadi
pendukung pencapaian keluaran kegiatan penunjang dan prioritas,
dibuktikan dengan kegiatan dasar yang didominasi oleh belanja pegawai
dan belanja operasional perkantoran, sedangkan kegiatan penunjang dan
prioritas diisi oleh belanja investasi. Tujuan ke-tiga, hilangnya tumpang
tindih antara satu jenis belanja diterapkan melalui penggunaan Bagan
Akun Standar yang mencegah terjadinya duplikasi pemakaian AKUN.
Penerapan komponen KPJM pada penyusunan dokumen RKA-K/L
terkendala pada data perubahan volume keluaran dan perkiraan maju.
Belum adanya metodelogi untuk memberikan justifikasi bahwa perkiraan
maji yang dicantimkan tersebut merupakan indikasi pendanaan tahun
berikuinya, menjadi sebab tidak tertibnya pengisian/input data perkiraan
maju.

Penerapan komponen penganggaran berbasis kinerja berada pada level
kejelasan oufput dari kegiatan dan keterkaitannya dengan sasaran
program, dimana Oufput dari kegiatan-kegiatan Batan memiliki
kesinambungan dalam hal mewnjudkan pencapaian sasaran program
terkait, sedangkan sasaran program dalam RKA-K/L memiliki keterkaitan
erat dengan pencapaian misi Batan yang dijabarkan dalam Renstra Batan
2004 — 2009.
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Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian

ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sehubungan dengan banyaknya data perkiraan maju yang tidak sesuai
dengan KPJM, maka disarankan kepada perencana dan penyusun dokumen
RKA-K/L untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan
dan manajemen kegiatan, serta seluk beluk penyusunan RKA-K/L,
sehingga data yang direkam merupakan bush dari sebnah pemikiran yang
terintegrasi antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan.

Penelitian ini belum menghitung biaya per unit kegiatan, efisiensi
kegiatan, kualitas suatu output dan lainnya, karena itu disarankan untuk
meneliti subyek-subyek yang terkait dengan hal tersebut guna dapat
mengukur kinerja kegiatan secara tepat.
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Lampiran 2. Jenis Belanja Per Kegiatan Batan Tahun 2008

Nama Kegiatan B Pegawai | BBarang | B Modal
Kegiatan Dasar
1 [ Pengelolaan Gdji, Honorarium Dan 175.303.306 - -
Tunjangan
2 | Penyelenggaraan Operasional Dan - -
Pemeliharaan Perkantoran 83.462.669
Kegiatan Pentinjang
3 | Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan - 211900 77.500
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
4 | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan - - 3.775.000
Sarana Dan Prasarana
5 | Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana 368.050 790.739 192.500
Kerja Dan Anggaran
Pengelolaan Dan Pengendalian Anggaran 2.361.130 30.700 1.031.530
Pengeribaiigan SDM Dati Adifinistiasi 227450 456.482 318.000
Kepegawaian
8 | Penyelenggaraan Pendidikan Dan 290.073 543.736 666.833
Pelatihan Aparatur Negara
9 | Penyelenggaraan Pengawasan Dan - 115.000 205.000
Pemeriksaan Aparatur Megara (Internal)
10 | Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi - - 5.330.350
Gedung/Laboratorium/Perpustakaan
11 | Perawatan Prasarana Dan Jaringan - - 4.044.650
12 | Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi 3317692 1 4.139.707 827.501
Masyarakat —
13 | Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek 34.600 546.618 276.300
14 | Revitalisasi Dan Pendayagunasn Reaktor, 289.704 | 3.590.455 16.041.852
Instalasi Dan Fasilitas Nuklir
15 | Penyelenpgarasn Pendidikan Teknologi 119.042 243,100 237.858
Nuklir
16 | Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir 204,800 191,900 53300
17 | Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan, 109.400 724.395 715.500
Sarana Dan Prasarana
18 | Pengembangan Sistem Informasi 75.600 260.302 836.830
Ketenaganukliran
Kegiatan Prioritas
19 | Pengembangan Teknologi Bahan Bakar - 626.930 1.194.250
Nuklir
20 | Pengembangan Teknologi Perekayasaan 9,000 754.921] 1.063.580
Perangkat Nuklir
21 | Pengembangan Teknologi Proses - 461.597 2.062.832
Radioisotop Dan Radiofarmaka
22 | Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop 21.600 | 2.153.097 2.875.000
Dan Radiasi
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(lanjutan)
Nama Kegiatan B Pegawai | B Barang | B Modal
23 | Pengembangan Teknologi Reaktor Dan 57.930 654.914 1.815.588
Energi Nuklir
24 | Pengembangan Teknologi Pengelolaan 30.450 606.655 1.198.743
Limbah Radioaktif
25 ) Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir 16.500 | 3.813.395 3.005.060
26 | Pendayagunaan Hasil Lithang Iptek Nuklir - 804.734 726517
27 | Pemantauan Dan Evaluasi Radieaktivitas - 830.677 2.321.392
Lingkungan
28 | Pengenibangin Teknologi Akselérator Dan -| 1.002.335 1.495.023
Proses Bahan
29 | Pengembangan Teknologi Bahan Galran 291.500 { 1.275.401 2.072236
Nuklir
30 | Pengembangan Teknologi Bahan Industri - 445,515 245.000
Nuklir
31 | Pzngembanpan Tekiiologi Keselaradtai, -1 1.080.122 1.842.550
Metzologi Radiasi Dan Biomedika Nukdir
32 | Pengembangan Teknologi Nuklir Bahan - 500.540 943.000
Dan Radiometri
33 | Peayiapan Infrastruktur Dasar Pendukung - | 2884770 9.413.327
Pétibangutat PLTN
Jumlah | 183.127.627 | 13.213.706 | 66.911.002

Universitas indonesia
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Lampiran 3. Kegiatan Batan dan keluarannya dalam Sasaran Program

Batan tahun 2008
Program Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan
Program | Terseleng- 1. Pengelolaan Gaji, Jumlah Pegawai Yang Menerima
Penerapan | garanya Honorarium & Gaji, Honorarium Dan Tunjangan
Kepeme- | tugas pokok Tunjangan Dalam Setahun
;ntahan dan fungsi 2. Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan Operasional Dan
ang kelembaga- : .
Baik an iptek 0pera§mnal & Pemeliharaan Perkantoran
nukiir. Pemeliharaan
Perkantoran
3. Pengelolaan & Terlaksananya 1 Paket Kegiatan
Pengendalian Anggaran | Pengelolaan Dan Pengendalian
Anggaran
Program | Meningkat- | 4. Pembinaan/Koordinasi/ | Paket Laporan Monitoring Dan
Pening- nya fungsi Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Hasil
katan pengawasan Monitoring, Evaluasi & | Program Litbangyasa, Diseminasi,
Penpgawa- | dan Pelaporan Dan Manajemen Kelembagaan
san & akuntabilitas
Akuntz- | kinerja 5. Penyelenggaraan Jumlah Paket Laporan Tindzak Lan-
bilitas litbangyasa Pengawasan & jut Hasil Pengawasan Dan Pengem-
Aparatur | iptek nuklir. Pemeriksaan Aparatur | bangan Sistem Informasi
Negara Negara (Tnternal) Pengawasan
Program | Meningkat- | 6. Pengembangan SDM & | Terwujudnya Pembinaan SDM Yang
Pengelo- { nyz kualitas Administrasi Profesional Dan Pengelolaan
laan & profesi- Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Yang
Sumber onalisme Baik
Daya sumber daya 7 "penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Dikiat
Manusia | manusia un- | pendidikan & Pelatihan | Teknis Di Bidang Ketenaganukliran
Aparatur tuk melaksa- Aparatur Negara
nakan lit-
bangyasa
iptek nuklir.
Program | Bertambah- { 8. Pembangunan/Penga- Terselenggaranya
Peningka- | nya fungsi daan/ Peningkatan Pembangunan/Peningkatan Sarana
tan Sarana | sarana dan Sarana & Prasarana Dan Prasarana
& prasarana 9. Rehabilitasi/Peningka- | Paket Gedung/Laboratorinm/
Prasarana { pendukung tan/ Renovasi Gedung/ | Perpustakaan Yang Dirchabilitasi
Aparatur | litbangyasa Lab/ Perpustzkaan Dan Direnovasi
Negara | dptek nuldlir. s Prasarana & | Jumiah Paket Prasarana Dan
Jaringan Jaringan Yang Terawat
Program | Terseleng- 11 Pengembangan Teknologi Pengujian Elemen Bakar
Penelitian | paranya lit- Teknologi Bahan Bakar | Nuklir Dan Daur Ulang, Proses Dan
& bangyasa Nuklir Modeling Elemen Bakar Nuklir
Pengemba | iptek nukli 7 pengembangan 2 Sub Kegiatan Teknologi
ngan Iptek | untuk Teknologi Perekayasaan Perangkat Nuklir
pening- Perekayasaan Perangkat | Untuk Keselamatan Nuklir Dan
katan 1_“3":“' Nukiir Kesehatan Dan Industri
petensi bi-
dang energi | 13 Pengembangan Teknologi Proses Produksi
dan nen Teknologi Proses Radicisotop Dan Radiofarmaka
energi, Radioisotop &
Radiofarmaka
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(lanjutan)
Program Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan
pengelolaan | 14 Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop Dan
limbah radi- Aplikasi Teknologi Radiasi Di Bidang Pertanian,
oaktif serta 1sotop & Radiasi Peternakan, Keschatan, Industri Dan
keselamatan Sda
:'auﬁ:;idm 15 Pengembangan Teknologi Reaktor Riset Dan Days
’ Teknologi Reaktor & Serta Keselamatan Nuklir
Energi Nukliir
16 Pengembangan 2 Paket Teknologi Pengelolaan
Teknologi Pengelolaan | Limbah Radioaktif Pltn Dan Non
Limbah Radioaktif Pltn
17 Pengembangan Teknologi Akselerator Dan
Teknologi Akselerator | Rekayasa Basic Design Package
& Proses Bahan Mbe
18 Pengembangan Tersedianya Akses Dan Lahan
Teknologi Bahan Platform 0,5 Km2 Di Remaja,
Galian Nuklir Pemboran Inti Total Kedalaman 450
M Di Sibolga, Sum-Ut, Pemboran
Afr 125 M Di Cipanas, Terujinya 1
Unit Alat Pengolahan Uranium Dan
Temantaunya Lingkungan Kawasan
Kalan 20 Km?
19 Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir,
Teknologi Bahan Karakterisasi Dan Analisis Aktivasi
Industri Nuklir Neutron (Aan)
20 Pengembangan Jumlah Laporan Dari Penelitian Dan
Teknologi Pengembangan Teknologi Dalam
Keselamatan, Metrologi | Bidang Keselamatan, Metrologi
Radiasi & Biomedika Radiasi Dan Biomedika Nuklir
Nuklir
21 Pengembangan Teknologi Radiometri,Rekayasa
Teknologi Nuklir Bahan Dasar Dan Proses Senyawa
Bahan & Radiometri Bertanda & Zat Bioaktif
Program | Diseminasi | 22 Layanan Pemanfaatan Terlaksananya Layanan
Difusi & | hasil Iptek Bagi Masyarakat | Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat
Pemanfa- | litbangyasa 53 hyceminasi Hasil Jumlah Kegiatan Diseminasi
atan Iptek :ﬁi‘;ﬂ}‘k‘“ litbang Iptek Nuklir | informasi Dan Promosi Hasil
publikasi Litbang Iptek Nuklir
dan promosi
serta peman-
faatannya
oleh
ntasyarakat.
Program | Meningkat- | 24 Pembinzan/Penyusunan | Dokumen Perencanaan Program Dan
Penguatan | nya Kinerja Program, Rencana Anggaran Serta Pelakasnaan
Kelemba- | Manajemen Kerja & Anggaran Program Dan Kegiatan Iptek Nuklir
gaan Iptek Kelemba; 25 Peningkatan Jaringan Jumlah Dokumen {(Naskah)
m;pte Kelembagaan Iptek Perjanjian Kerja Sama Yang
Stan L Ditandatangani
Al d‘"]. msmi % 26 Revitalisasi & Jumlah Kegiatan Revitalisasi Dan
dan Pendayagumaan Pendayagunaan Reaktor, Instalasi
Optimalisasi Reaktor, Instalasi & Dan Fasilitas Nuklir
Fasilitas Nuklir
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. _ __ (lanjutan)
Program Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan '
Reaktor, 27 Pelaksanaan 3 Paket Dokumen (Standardisasi
Instalasi dan Standardisasi Iptek Iptek Nuklir, Akreditasi Dan
Fasilitas Nuklir Sertifikasi Iptek Nuklir, Dan
Nuklir. Jaminan Muta Nuklir)
28 Pembinaan & Terbinanya Dan Terkelolanya
Pengelolaan Keuangan, | Keuangan, Sarana Dan Prasarana
Sarana & Pragarana
29 Pengembangan Sistem | Jumlah Kegiatan Pengembangan
Informasi Sistem Informasi Ketenaganukliran
Ketenaganukliran
Program Meningkat- | 30Pendayagunaan Hasil Jumlah Kegiatan Pendayagunaan
Pening- nya Litbang Iptek Nuklir Hasil Litbang Iptek Nuklir
katan kapasitas 31 Penyiapan Infrastruktur | Jumlah Dokumen Infrastruktur
Kapasitas | hasil Dasar Pendukung Dasar Pendukung Pembangunan Pltn
Iptek litbangyasa Pembangunan PLTN
Sistem iptek nuklir
Produksi | dan perti-
sipasi indus-
tri nasional
dalam
mendukung
pembangu-
nan PLTN.
Program Terpantau- | 32 Pemantauan & Evaluasi | 2 Paket Data Rona Radioaktivitas
Pengenda- | nya radio- Radioaktivitas Lingkungan, Keselamatan
lian aktivitas Lingkungan Lingkungan Serta Inspeksi
Pencema- | lingkungan Keselamatan
ran & dan
Perusakan | diperoleh-
Lingkung- | nya data
an Hidup | rona
lingkungan.
Program | Terseleng- 33 Penyelengparaan 1 Paket Penyelenggaraan Pendidikan
Pendidi- garanya Pendidikan Teknologi Teknologi Nuklir
kan pendidikan Nuklir
Kedinasan | tinggi
teknologi
nuklir

Universitas Indonesia
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